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ABSTRAK

SISTEM PENGUPAHAN BURUH TANI PADI BERDASARKAN PRINSIP
KEADILAN DAN KELAYAKAN
(Studi Kasus di Desa Tunggul Pawenang kecamatan Adiluwih kabupaten
Pringsewu)
Oleh:
BAITI NURJANAH
NPM: 1702090072

Manusia makhluk sosial yang saling bergantung antara satu dengan yang
lainnya dalam pemenuhan kebutuhannya seperti halnya dalam ijarah atau upah
mengupah dimana pihak yang menyedikan pekerjaan membutuhkan pekerja atau
buruh untuk melakukan pekerjaannya dengan upah sebagai pengganti atas jasa
yang telah dikeluarkan. Sebagaimana yang terjadi di Desa Tunggul Pawenang
Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu yaitu dalam sistem pengupahan buruh
tani dengan menggunakan padi, dalam praktik ini terdapat adanya perbedaan
dalam pemberian upahn terhadap buruh tani. Pengupahan ini fokus pada praktik
pengupahan buruh tani dengan padi di Desa Tunggul Pawenang Kecamatan
Adiluwih Kabupaten Pringsewu dan bagaimana jika pengupahan berdasarkan
pada prinsip keadilan dan kelayakan terhadap praktik tersebut.

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif dengan cara
mencari data langsung kelapangan untuk mengetahui lebih jelas tentang pokok-
pokok permasalahan. Pendekatan yang digunakan yaitu dengan penelitian yang
bersifat deskriptif dengan tehnik pengumpulan data yaitu wawancara dan
dokumentasi. Tehnik analisis yang digunakan yaitu dengan deskriptif kualitatif
dengan pengecekan keabsahan data dalam penelitian ini ditentukan dengan
menggunakan kredibilitas.

Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti menemukan bahwa
praktik sistem pengupahan buruh tani dengan padi yang dilakukan di Desa
Tunggul Pawenang Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu terdapat
ketidakjelasan pada jumlah dan ukuran besarannya upah dengan standarisasi serta
tradisi kebiasaan yang ada di masyarakat sehingga menyebabkan adanya kerugian
diantara kedua belah pihak baik dari buruh tani maupun pihak pemilik lahan
sehingga tidak terpenuhinya kebutuhan sandang, pangan dan papan. Maka system
pengupahan buruh tani dengan padi yang telah menjadi urf atau kebiasaan yang
ada didalam masyarakat harus dilaksanakan dengan berdasarkan pada prinsip
keadilan dan kelayakan serta tidak adanya bertentangan dengan peraturan
peruntang-undangan dan syariat Islam.

Kata kunci: Upah, Buruh tani, Adil, Layak
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BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia dianugerahkan sebagai makhluk sosial, dimana mereka
tidak dapat hidup sendiri, mereka hidup saling membutuhkan antara yang
satu dengan yang lainnya. Dalam kajian figih hubungan antara sesama
manusia yaitu dengan bermuamalah yang dilakukan agar kebutuhannya
dapat terpenuhi. Mu’amalah ialah suatu kegiatan manusia yang berkaitan
dengan harta dan aktifitas ekonomi atau bisnis yang dilaksanakan
menggunakan akad baik secara langsung maupun tidak juga bisa berupa
barang atau jasa, seperti jual beli, sewa-menyewa, pinjam meminjam,
hutang-piutang, gadai dan sebagainya.' Salah satunya adalah ijarah atau
sewa menyewa atau suatu akad untuk mengambil suatu manfaat dari suatu
hubungan timbal balik.” Diantaranya kerja sama antara manusia, dimana
satu pihak sebagai penyedia jasa manfaat atau pekerja dengan orang lain
yang menyediakan pekerjaan. Hubungan seperti ini sering disebut dengan
istilah ljarah al-A’mal, yaitu sewa menyewa jasa tenaga manusia dengan
adanya imbalan atau upah dimana satu pihak sebagai penyadia jasa
manfaat atau tenaga yang lazim disebut sebagai buruh atau pekerja dengan
orang lain yang menyediakan pekerjaan dalam rangka saling memenuhi

kebutuhannya yakni pihak buruh mendapatkan kompensasi berupa

hal. 5.

'ITmam Mustofa, Figih Mu’amalah Kontemporer (yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014),

2Sayyid Sabiq, figihsunnah, jilid 4, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hal. 203.



upah.Pendapatan yang diterima dari transaksi ijarah disebut ujrah.’Al-
ujrah 1alah imbalan yang diperjanjikan dan dibayar oleh pengguna manfaat
sebagai imbalan atas manfaat yang diterimanya, tanpa diikuti dengan
pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.* Pengguna jasa disebut
mu jir dan pekerja tersebut ajir, dan upah yang dibayarkan kepada ajir
disebut ujrah. Dengan jenis pekerjaan yang bersifat pasti, maka upahnya
pun harus pasti dan sesuai dengan standarkelayakan, atau setidaknya ada
perjanjian yang mengikat kedua belak pihak, baik dari segi pemberi kerja
maupun pihak yang menerima pekerjaannya yang juga merupakan urf atau
adat kebiasaan yang ada didalam masyarakat seperti dijelaskan dalam
pasal 88 UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.5

Salah satunya pengupahan kepada buruh tani padi yang sudah
menjadi suatu kebiasaan pada waktu panen. di Desa Tunggul Pawenang
yang sebagian besar wilayahnya merupakan lahan pertanian sawah yang
dialiri dengan air irigasi dan air hujan yang terkadang bisa mengalami
gagal panen, terutama pada musim kering. Dengan demikian hampir
mayoritas masyarakatnya sebagai petani dan buruh tani yang masih minim
dalam mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Sehingga dalam waktu
memanen padi dengan sistem pengupahan yang menggunakan tradisi

sistem harian dan borongan.

*Imam Mustofa, figihmu amalah kontemporer, Ed. 1, Cet. 2 (Jakarta: RajaWali Pers,
2016), hal. 107.

*M. Yazid Afandi, Figih Mu’amalah dan Implementasiannya dalam Lembaga Keuangan
Syariah (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hal. 179.

’Rahman Dahlan, Ushul F igih (Jakarta: Amazah, 2010), hal. 111.



Upah yang mereka peroleh bukanlah berupa uang akan tetapi
berupa padi yangseharusnya menggunakan sistem pengupahan
berdasarkan keadilan dan kelayakan. Sistem pengupahan dengan
menggunakan padimerupakan sistem pengupahan dari hasil panenyang
diberikan kepada buruh tani yang mengerjakan sepetak lahan pada saat
masa panen, yang besaranyaupah dari hasil tersebut tergantung pada luas
lahan pertanian dan hasil produksi padi. ® Jika lahan pertanian
mendapatkan hasil padi yang banyak maka mereka mendapatkan upah
yang banyak pula, tetapi jika hasil padinya sedikit, merekapun
mendapatkan upah sedikit. Selain daripada itu, juga tergantung dengan

jumlah buruh tani yang mengerjakannya.

Pelaksanaan pengupahan yang dilakukan didesa Tunggul
Pawenang yaitu menggunakan sistem pemberian upah berupa padi dan
diberikan setelah hasil panen. Sistem seperti ini sudah menjadi kebiasaan
didesa Tunggul Pawenang dikarenakan semua orang yang memiliki sawah
memakai sistem tersebut. Pada awalnya pemilik lahan dan buruh tani
melakukan suatu perjanjian sebelum memulainya pekerjaan dimana
pemilik lahan atau sawah menawarkan kepada buruh tani mengenai
pekerjaan yaitu menanami padi juga memanen dengan upah yang
diberikan berupa padi dan diberikan pada waktu akhir dari hasil panen
tersebut. Juga yang dilakukan oleh “bapak darwanto”, beliau memiliki

sawah dengan luas lahannya satu hektar sehingga beliau menyuruh

*Dwi Wahyuni, “Analisis sastempangupahan ‘Bawon’ Pada Pertanian Padi” Vol. 02, no.
02, (Jombang: Jurnal Bisnis, 2016): hal. 105.



beberapa buruh tani yaitu bapak santoso beserta istrinya, bapak giarto
beserta istrinya, bapak partono juga dengan istrinya, untuk menanami juga
memanen disawah bapak darwanto tersebut yang upahnya yaitu ketika
hasil panen mendapatkan 50 karung padi maka tiap dari 5 karung padi
buruh tani mendapatkan 1 karung padi jadi berkisar 10 karung padi yang
didapatkan sebagai upah oleh buruh tani dan tergantung pada jumlah
buruh yang memperkerjakannya, dengan ketentuan upah pada saat jasa
menanam dan upah pada saat jasa memanen, sehingga pemilik lahan
pertanian tidak memberikan upah berupa uang tetapi terkadang pemilik
lahan pertanian memberikan sembako yang digunakan sebagai bekal oleh
buruh tani yang di berikan pada saat penanaman dan juga pada saat
memanen padi. Namun pada akhir pengupahan hasil dari tiap karung yang
dibagi tersebut tidak sama rata dengan karung yang dalam karung
sehingga terkadang bisa menyebabkan kerugian pada salah satu pihak
karena dari tiap satu karungnya hanya berdasarkan perkiraan saja juga
mengikuti akad pada awal dengan tidak memperhatikan produktivitas dan

pertumbuhan ekonomi.’

Pengupahan dengan menggunakan sistem padi ini yaitu dari hasil
panen dengan jumlah ukurannya menurut keyakinan serta kejelasan dalam
akad tentang jumlah upah yang akan diberikan kepada buruh tani pada saat
masa panen tersebut, sehingga hal ini akan memiliki dampak kepada

kerugian salah satu pihak, apabila upah berlebih akan merugikan bagi

"Wawancara dengan bapak santoso sebagai buruh tani padi di Desa Tunggul Pawenang
pada 14 april 2020



pemilik lahan dan apabila upah rendah maka akan merugikan buruh tani
padi. Pada prinsipnya pula setiap orang yang bekerja pasti akan mendapat
imbalan dari apa yang dikerjakan dan masing-masing tidak akan rugi.
Sehingga terjadilah keadilan diantara mereka. seperti penjelasan didalam

QS. Al-Jaatsiyah22:

,’}/ z/// _ 2 3s /’a/‘:/’ﬁa 15;’,0/ ”//6'0}5"’1/{/
© Oyl
Artinya : “Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang

benar dan agar dibalasi tiap-tiap diri terhadap apa yang

dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan.” (Q.S. Al-
Jaatsiyah : 22)

Ayat ini memperjelas bahwa upah setiap orang harus ditentukan
berdasarkan kerjanya maka untuk itu harus dibayar tidak kurang, juga
tidak lebih dari apa yang telah dikerjakan.® Sedangkan pengupahan yang
baik adalah menguntungkan kedua belah pihak. Melihat hal tersebut
berarti pengupahan dengan menggunakan padi tidak memiliki kejelasan
mengenai seberapa besar nominal jumlah upah yang jelas yang akan
diberikan melainkan hanya memperkirakan saja dan mengandung unsur
ketidakjelasan(gharar).

Sedangkan seharusnya sistem pengupahan yang tidak merugikan
kedua belah pihak, yaitu dengan jumlah upah yang jelas dan sesuai.
dalam hukum positip seperti yang telah dijelaskan dalam UU

Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003 pasal 88 ayat (1) yaitu “Setiap

500.

$Departemen Agama RI, Al-quran dan terjemahan (Bandung: Diponegoro, 2014), hal.



pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi kebutuhan
yang layak bagi kemanusiaan”.” Pasal tersebut menjelaskan bahwa upah
yang diberikan kepada kaum buruh bertujuan untuk pencapaian hidup
layak. Dalam artian bahwa standarisasi upah yang diberikan harus sesuai
karena untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi kehidupan
manusia.

Dari permasalahan diatas peneliti tertarik untuk meneliti hal tersebut
dalam skripsi yang berjudul “Sistem Pengupahan Buruh Tani Padi
Berdasarkan Prinsip Keadilan dan Kelayakan (Studi Kasus di Desa

Tunggul Pawenang KecamatanAdiluwih Kabupaten Pringsewu)”

. Pertanyaan Penelitian
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan
diatas, maka pertanyaan penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana sistem pengupahan buruh tani padi di Desa Tunggul
Pawenang, Kec. Adiluwih, kab. Pringsewu?
2. Bagaimana sistem pengupahan buruh tani padi di Desa Tunggul
Pawenang, Kec. Adiluwih, kab. Pringsewu ditinjau berdasarkan

prinsip keadilan dan kelayakan?

?Undang-UndangNomer 13 Tahun 2003 Pasal 88 Tentang Ketenagakerjaan



C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian diatas, maka tujuan penelitian

ini adalah sebagai berikut:

a.

Untuk mengetahui sistem pengupahan buruh tani padi di Desa

Tunggul Pawenang, Kec. Adiluwih, kab. Pringsewu

b. Untuk mengetahui sistem pengupahan buruh tani padi di Desa

Tunggul Pawenang, Kec. Adiluwih, kab. Pringsewu ditinjau

berdasarkan prinsip keadilan dan kelayakan

2. Manfaat Penelitian

1.

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:
Secara Teoritis

Secara teoritis, manfaat penelitian ini bagi akademis dan
masyarakat diharapkan dapat dijadikan sebagai tambahan
informasi dan ilmu pengetahuan khususnya dalam ekonomi islam
yang berkaitan dengan muamalah khususnya pengupahan dengan
berdasarkan keadilan dan kelayakan.
Secara Praktis

Secara praktis, manfaat penelitian diharapkan berguna bagi
masyarakat luas terutama masyarakat petani dalam rangka
pengetahuan hak dan kewajiban buruh tani.serta dapat dijadikan
pertimbangan untuk melaksanakan akad dan praktik pengupahan

yang tidak mengabaikan nilai-nilai islam.



D. Penelitian Relevan

Penelitian relevan berisikan uraian secara sistematis mengenai hasil
penelitian terdahulu (priorresearch) tentang persoalan yang akan dikaji
dengan sklripsi.10 Setelah penulis menelusuri kajian sebelumnya, penulis
menemukan skripsi dan penelitian lain yang membahas kajian yang
berkaitan dengan pemberian upah yakni:

Pertama,Skripsi Ika nur handayani mahasiswa Fakultas Syariah
TAIN Walisongo Jurusan Muamalah, lulusan tahun 2012. Judul skripsi
“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Bawon di Desa
Gemulung Kelurahan Kwangen Kec. Gemolong Kab. Sragen” Dalam
skripsi ini penulis menguraikan suatu praktek pengupahan buruh tani padi
yang dilakukan di Desa Gemulung, Kel. Kwangen, Kec. Gemolong, Kab.
Sragen. Didesa tersebut pelaksanaan pengupahan yang menggunakan
sistem bawon ini sudah menjadi suatu tradisi. Demikian dari sistem
pembayaran upahyang terjadi diawal akad sehingga tidak diketahui jumlah
nominal berapa upahnya. Meskipundemikiannampaknya pembayaran
upahnya mengandung unsur ketidakjelasan dikarenakan keseluruhan hasil
panennya belum diketahui berapa jumlahnya. Tetapi pemilik lahan atau
sawah sudah dapat memperkirakan hasil panen yang akan diperoleh dan
berapa banyak upah yang harus diberikan danburuhpun telah rela atas

upah yang diberikan. Mereka tidak terpaksa dan bukan karena

"“Institut Agama Islan Negeri (IAIN) 1Metro, “Pedoman Penulisan Skripsi”, (Metro,
2018),hal.53



keterpaksaan. Maka pengupahan buruh tani dengan akad Bawon ini
dibolehkan dalam hukum Islam."’

kedua, Skripsi Soni mahasiswa Fakultas Syariah UIN Sunan
Ampel Surabaya Jurusan Muamalah, lulusan tahun 2014. Judul skripsi
”Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Upah Bebasan Dan Borongan
Buruh Tani Di Desa Brudu Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang”.
Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa, praktik terhadap tradisi upah
bebasan dan borongan buruh tani di Desa Brudu Kecamatan Sumobito
Kabupaten Jombang. Ditinjau dari hukum Islam, bahwa ujrah dengan
sistem bebasan dan borongan itu sah, karena rukun dan syaratnya
terpenuhi, dalam praktik pengupahannya tidak ada unsur-unsur dalam
transaksi tersebut yang bertolak belakang dengan kaidah hukum Islam.
Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka pemilik sawah dan buruh tani
agar lebih memahami hukum ujrah yang sah menurut hukum Islam, agar

dalamsistem  pengupahan yang selanjutnya bisa memberikan

keseimbangan antara buruh tani dengan hasil kerjanya. 12

"ka nur handayani, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Akad Bawon (studi kasus
Di Desa Gemulung, Kel. Kwangen, Kec. Gemolong, Kab. Sragen)”Skripsi Fakultas Syariah
Jurusah Muamalah, Semarang: IAIN Walisongo, 2012. hal. 84

Soni, “Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Upah Bebasan dan Borongan Buruh
tani (Studi kasus Di Desa Brudu Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang)”, Skripsi Fakultas
Syariah Jurusan Muamalah, Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2014. hal. 85
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LANDASAN TEORI

A. Konsep Hukum Tentang Perburuhan

1. Pengertian perburuhan

Istilah buruh sangat populer dalam dunia perburuhan/
ketenagakerjaan, selain istilah ini sudah dipergunakan sejak lama
bahkan mulai dari zaman Belanda juga karena Peraturan Perundang-
undangan yang lama (sebelum Undang-Undang No. 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan) menggunakan istilah buruh. Pada zaman
penjajahan Belanda yang dimaksudkan buruh adalah pekerja kasar
sepeti kuli, tukang, mandor yang melakukan pekerjaan kasar, orang-
orang ini disebutnya sebagai “Bule Callar”. Sedangkan yang
melakukan pekerjaan dikantor pemerintah maupun swasta disebut
sebagai “Karyawan/pegawai” (WhiteCollar). Perbedaan yang
membawa konsekuensi pada perbedaan perlakuan dan hak-hak
tersebut oleh pemerintah Belanda tidak terlepas dari upaya untuk
memecah belah orang-orang pribumi.13

Menurut Kamus besar Bahasa Indonesia, buruh dapat diartikan
dengan seseorang yang bekerja untuk orang lain yang mempunyai
suatu usaha kemudian mendapatkan upah atau imbalan sesuai dengan
kesepakatan sebelumnya. Upah biasanya diberikan secara harian

maupun bulanan tergantung dari hasil kesepakatan yang telah

h. 33

BLalu Husni, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, (Jakarta: RajaGrafindo, 2008)
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disetujui. Buruh terdiri dari berbagai macam, yaitu: Buruh harian,
Buruh kasar, Buruh musiman, Buruh pabrik, Buruh tambang, Buruh
tani, Buruh terampil, Buruh terlatih. '*Batasan istilah buruh/pekerja
diatur secara jelas dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 1 angka 2
Tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi: “Pekerja/buruh adalah setiap
orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk
lain”."®
Jadi dari berbagai pengertian di atas dapat dipahami bahwa
buruh merupakan orang yang bekerja dan mendapatkan upah (gaji)
atau imbalan sesuai dengan kesepakatan sebelumnya, baik secara
harian, mingguan maupun bulanan, beserta kompensasi-kompensasi
lainnya yang melekat padanya.
2. PerjanjianTentangPerburuhan
a. Syarat perjanjianperburuhan
Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Perjanjian
Perburuhan Antara Serikat Buruh Dan Majikan. Pasal 1 ayat (1)
perjanjian tentang syarat-syarat perburuhan antara serikat buruh
dengan majikan (disingkat perjanjian perburuhan) ialah perjanjian
yang diselenggarakan oleh serikat atau serikat-serikat buruh yang
telah didaftarkan pada kementrian perburuhan dengan majikan

atau perkumpulan majikan yang berbadan hukum, yang pada

' Abha, Muhammad Makmum, 2013. “Teologi Upah Dan Kesejahteraan Buruh dalam
Perspektif Hadis”, Jurnal Syari’ah, Vol. I, No. 11, (Oktober 2013), h. 20

"*Riyadi, Fuad,. “Sistem dan Strategi Pengupahan Perspektif Islam”, Igtishadia, Vol 8, No.
1, (Maret 2015), h. 161
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umumnya atau yang memuat syarat-ayarat yang harus
diperhatikan didalam perjanjian kerja '® Kontrak kerja atau
perjanjian kerja menurut Undang-Undang No. 13 tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan adalah perjanjian antara pekerja/buruh
dengan pengusaha atau penyedia pekerjaan yang memuat syarat-
syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.

Menurut pasal 54 UU No.13/2003, Perjanjian kerja yang
dibuat secara tertulis sekurangkurangnya harus memuat:
1. Nama, alamat perusahaan, dan jenis usaha
2. Nama, jenis kelamin, umur, dan alamat pekerja/buruh
3. Jabatan atau jenis pekerjaan
4. Tempat pekerjaan
5. Besarnya upah dan cara pembayarannya
6. Syarat syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban

pengusaha dan pekerja/buruh
7. Mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja
8. Tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat; dani. tanda tangan
para pihak dalam perjanjian kerja.

Syarat kontrak kerja dianggap sah pada dasarnya untuk
menyatakan suatu perjanjian kerja dianggap sah atau tidak maka
wajib untuk memperhatikan ketentuan dalam pasal 1320 Kitab

Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang

'® Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1954, tentang Perjanjian
Perburuhan Antara Serikat Buruh dan Majikan
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menyatakan bahwaSupaya terjadi persetujuan yang sah, perlu

dipenuhi empat syarat:

1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya

2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan

3. Suatu pokok persoalan tertentu

4. Suatu sebab yang tidak terlarang

Pasal 52 ayat 1 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

juga menegaskan bahwa:

Perjanjian kerja dibuat atas dasar:

1. Kesepakatan kedua belah pihak

2. Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum

3. Adanya pekerjaan yang diperjanjikan

4. Pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan
ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang
undangan yang berlaku."”

b. Landasan Hukum

Perjanjian kerja yang membentuk landasan dari hukum
perburuhan pada asasnya adalah perjanjian keperdataan. Namun,
Undang-undang Ketenagakerjaan yang mengatur kontrak
demikian harus kita cakupkan ke dalam hukum publik. Dengan
demikian, terhadap perjanjian kerja berlaku aturan-aturan umum

hukum keperdataan (perjanjian), sebagaimana muncul dalam

"Undang —Undang Republik Indonesia No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
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KUHPerdata maupun aturan-aturan hukum publik yang bersifat
memaksa  yang tercakup di  dalam  Undang-undang
Ketenagakerjaan. Juga dapat dikatakanbahwaUndang-undang
Ketenagakerjaan mengkombinasikan ketentuan-ketentuan dalam
hukum keperdataan dan hukum publik, dan karena itu berada di
luar klasifikasi tradisional —percabangan sistem hukum.
Bagianbagian tertentu hukum perburuhan juga kita temukan di
atur di dalam Hukum Pidana, Hukum Acara dan Hukum Pajak. Di
samping itu juga harus kita perhatikan bahwa sebahagian sumber
hukum perburuhan adalah hukum internasional. Berkenaan
dengan ini apa yang penting dicermati bukan saja Kovenan Hak
Asasi Manusia PBB, namun juga konvensi-konvensi yang
dikembangkan ILO. Pengaruh ILO terhadap hukum perburuhan

kolektif Indonesia sejak 1990’an meningkat pesat.

Sumber-sumber hukum dari hukum perburuhan. Dalam
hukum perburuhan Indonesia saat ini, sumber hukum terpenting

dalam bentuk perundang-undangan ialah:

1. Undang-undang Ketenagakerjaan

2. Undang-undang tentang Serikat Pekerja/Buruh dan

3. Undang-undang tentang Penyelesaian  Perselisihan
Hubungan Industrial.
Ketiga pilar di atas membentuk inti dari hukum perburuhan

Indonesia dan menjadi pokok bahasan pengantar ini. Kendati
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begitu perlu pula dicermati bahwa sumber-sumber hukum
lainnya juga harus dirujuk dan berperan dalam penyelesaian
perselisihan atau sengketa perburuhan konkrit.

Kebijakan pengupahan prinsip yang melandasi peraturan
perundang-undangan berkenaan dengan pengupahan ialah
bahwa setiap pekerja/buruh berhakmemperoleh penghasilan
yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan
Pasal 88 UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Berlandaskan pada ketentuan itu, maka pemerintah mewajibkan
diri sendiri untuk mengembangkan kebijakan pengupahan yang
melindungi pekerja/buruh. Dalam penjelasan ketentuan di atas,
upah wajib (necessaryincome) diterjemahkan sebagaiupah yang
memungkinkan buruh/pekerja memenuhi penghidupan yang
layak. Beranjak dari ketentuan itu pula, buruh/pekerja dengan
pekerjaan yang mereka lakukan harus dapat memperoleh upah
dalam jumlah tertentu yang memungkinkan mereka untuk
secara masuk akal memenuhi penghidupan diri sendiri dan
keluarga mereka. Sedangkan yang tercakup ke dalam itu ialah
kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pangan, sansang,
papan, pendidikan, pemeliharaan kesehatan, rekreasi dan

jaminan hari tua. Demikian jelas bahwa penguraian pengertian
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upah seperti ini mencerminkan program masa depan dari pada
situasi kondisi aktual Indonesia.'®
c¢. Lahir, pelaksanaan dan berakhirnya perjanjian perburuan

Perjanjian kerja merupakan hubungan kerja antara
pengusaha dan pekerja/buruh. Perjanjian perburuhan adalah suatu
yang konkrit, nyata adanya. Adanya perjanjian kerja maka akan
lahir perikatan. Demikian perikatan lahir karena adanya perjanjian
kerja inilah yang merupakan hubungan kerja. Menurut UU No. 13
tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 1 ayat (15) unsure-
unsur hubungan kerja terdiri dari adanya pekerjaan, adanya
perintah dan adanya upah. Pelaksanaan perjanjian kerja/buruh itu
ketika seorang buruh mengikatkan dirinya untuk bekerja pada
pihak yang lain selama waktu tertentu dengan menerima upah atas
pekerjaan yang telah dilaksanakannya.

Berakhirnya hubungan hukum berupa hubungan kerja diatur
dalam pasal 61 ayat (1) UU No. 13 tahun 2003 yang menentukan
bahwa:

1) Pekerja meninggal dunia

2) Berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja

3) Adanya putusan pengadilan atau putusan atau penetapan
lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang

telah mempunyai kekuatan hukum tetap

18 Agusmidah, Bab-bab tentang Hukum Perburuhan Indonesia, (Jakarta: Pustaka
Larasan), Ed.1,2012. h.22
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4) Adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan
dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian
kerja bersama yang dapat menyebabkan berakhirnyaperjanjian
kerja.]9

d. Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam

Perjanjian Perburuhan

Wanprestasi merupakan perbuatan yang tdak memenuhi
perjanjian atau kontrak. Bentuk wanprestasi dalam perjanjian
perburuhan yaitu:
1) Seorang pekerja/buruh tidak melakukan apa yang disanggupi
akan dilakukannya

2) seorang pekerja/buruh melaksanakan apa yang dijanjikannya
tetapi tidak sesuai dengan yang dijanjikan

3) Seorang pekerja/buruh melakukan apa yang dijanjikannya
tetapi terlambat

4) Seorang pekerja/buruh melakukan sesuatu yang menurut
perjanjian tidak boleh dilakukan.*

Demikian ketika terpenuhinya kewajiban dalam perjanjian
akan membawa kerugian bagi pengusaha. Selain wanprestasi juga
dalam perjanjian dengan adanya perbuatan melawan hukum yaitu

yang akan membawa kerugian kepada orang lain yang

' IDIH KEMNAKER, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementrian
Ketenagakerjaan Republik Indonesia, 2021
ZOSubekti, Hukum Perjanjian, (Jakarta: Intermasa, 1987) cet. 11, h.45
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mengakibatkan salah satunya mengganti akibat kerugian
tersebut.”’
B. Upah
1. Pengertian Upah

Upah dalam bahasa arab memiliki arti al-ijarah, dimana al-ijarah
sendiri berasal dari kata al-ajru yang berarti upah atau imbalan dari
sesuatu pekerjaan yang dilakukan. al-ijarah adalah suatu akad untuk
mengambil penggunaan manfaat dengan memberikan penggantian atau
suatu imbalan.”

Akad ijarah adalah upah suatu sewa tenaga atau jasa dengan bentuk
pembayaran pemindahan hak guna atas barang dan jasa tanpa diikuti
dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.”Sementara dalam
Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 20 mendefinisikan
ijarah, “ijarah adalah sewa barang dalam jangka aktu tertentu
dengan pembayaran”.

Upah dapat disebut juga sebagai ijarah al-a’mal yaitu upah
mengupah atas sesuatu pekerjaan.Upah didevinisikan sebagai suatu
pembalasan berupa uang dan sebagainya yang dibayarkan untuk

membalas jasa atau sebagai pembayaran tenaga yang sudah

! pasal 1365 KUHPerdata menyatakan, tiap perbuatan melanggar hukum, yang
membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan
kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

22Sayyid Sabiq, Figih Sunnah, jilid 3,(Bandung: Al-ma'arif, 1997), h. 15.

PMuhammad Syafi’l Antonio, Bank Syariah dalam Teori Praktik, (Jakarta: Gema Insani,
2001), h.117
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dikeluarkan atas pekerjaan yang dilakukan atau suatu bentuk
kompensasi.24

Adapun dalam pasal 1 ayat (30) UU No. 13 tahun 2003 tentang
ketenagakerjaan, upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima
dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha
atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan
dibayarkan menurut sesuatu perjanjian kerja, kesepakatan atau
peraturan undang-undang, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh
dan keluarganya atas pekerjaan atau jasa yang telah dilakukan®

2. Dasar hukum Upah

Menurut Pasal 1 ayat 30 UU No. 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan, Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima
dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari
pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang
ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja,
kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan. Jika para
pekerja tidak menerima upah secara adil dan pantas, maka dampaknya
akan mempengaruhi standar penghidupan pekerja serta keluarganya.
Sedangkan standar upah jika berdasarkan pada UMK Pringsewu masih
mengikuti UMP Lampung yaitu 2.432.001,57 perbulannya pada tahun
2021. Tenaga kerja harian lepas seperti buruh tani menurut pasal 1 ayat

(2) keputusan menteri Tenaga Kerja No KEP-150/MEN/1999 Tahun

* Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan Republik Indonesia, KBBI Daring, 27 Mei 2019
»Undang —~Undang Republik Indonesia No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
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1999 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja
Bagi Tenaga Kerja Harian Lepas, Borongan, dan Perjanjian Kerja
Waktu Tertentu. Tenaga kerja harian lepas adalah tenaga kerja yang
bekerja pada pengusaha untuk melakukan pekerjaan tertentu yang
berubah-ubah dalam hal waktu maupun kontiniutas pekerjaan dengan
menerima upah didasarkan atas kehadiran secara harian. % Terkait
dengan upah pekerja/buruh harian lepas diatur pada pasal 19
Permenaker 15/2018, yaitu ditetapkan secara bulanan yang dibayarkan
berdasarkan jumlah hari kehadiran dengan berdasarkan upah sehari.
Demikian jika perusahaan dengan sistem waktu kerja 6 hari dalam
seminggu upah bulanan dibagi 25, jadi UMP Lampung Rp.
2.432.001,57: 25= 97.280.0628 perhari, sedangkan perusahaan dengan
sistem waktu kerja 5 hari dalam seminggu upah bulanan dibagi 21, jadi
UMP Lampung Rp. 2.432.001,57: 21= 115.809.5985 perhari.
Sedangkan upah sebulan yang digunakan sebagai dasar penetapan
upah bagi tenaga kerja harian lepas yang dibayarkan secara harian
ditetapkan sama dengan upah sehari dikalikan dengan jumlah hari
bekerja dalam 1 bulan kalender, jadi UMP Lampung Rp. 2.432.001,57:

30= 81.066.719 perhari.”’

Ulama sepakat bahwa 7ijarah diperbolehkan berdasarkan

legitimasi dari Al-qur’ an dan Al-sunnah:

% Keptusan Menteri Tenaga Kerja No: KEP-150/MEN/1999 tentang Penyelenggaraan
Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi tenaga kerja harian lepas, borongan, dan perjanjian
kerja waktu tertentu, 1999

*7 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, No 15 Tahun 2018, Tentang
Upah Minimum
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a. Al-qur’an

Dijelaskan dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 233:
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Artinya : “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama
dua tahun  penuh, Yaitu bagi yang  ingin
menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah
memberi makan dan pakaian kepada Para ibu dengan
cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan
menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu
menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang
ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban
demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum
dua tahun) dengan  kerelaan  keduanya  dan
permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya.
dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain,
Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan
pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu
kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat
apa yang kamu kerjakan. ”(Q.S. Al-Bagarah ayat 233)

o

Ayat diatas menerangkan bahwasannya Allah hendak
menyuruh hambanya dalam membayar upah kepada pekerja harus
sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan dan sesuai dengan
ketentuan yang telah disepakati. Jika seorang hamba ingin mencari

orang lain selain ibunya untuk menyusui anaknya maka hal ini

* Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Bandung, CV Penerbit
Diponegoro, 2015), h. 37
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boleh dilakukan. Tetapi seorang hamba tersebut harus memberi
upah yang sepantasnya kepada orang yang telah menyusui
anaknya, apabila upah yang diberikan tidak sesuai maka akadnya
menjadi tidak sah, seorang hamba tersebut hendaknya harus adil
dalam memberikan upah, dan sesuai serta jelas agar tidak ada salah
satu pihak yang merasa dirugikan.29

Dijelaskan dalam Q.S. At-Thalaq ayat 6:

w;,;jjumy,; uﬁf&ww%’;gj
Q\.e /,.@.L?" A el i3 W,@,l;’/\jﬁwb&?@)\u_‘:u “,.@.ﬁ,\._c’/
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Artinya : Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu
bertempat  tinggal menurut kemampuanmu  dan
janganlah  kamu  menyusahkan  mereka  untuk
menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-
isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka
berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka
bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-
anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka
upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu
(segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui
kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak
itu) untuknya.”’(Q.S. At-Thalaq ayat 6)>°

Ayat diatas menerangkan bahwasannya Allah menyuruh
hambanya yang beriman supaya tetap memberikan tempat tinggal
kepada isterinya yang dicerai, jika wanita yang dicerai itu hamil,

maka harus diberi belanja sampai melahirkan kandungannya, dan

2 Al-imam J alaluddin, Al-imam Jalaluddin Abdurrahman, Tafsir Jalalain, cet. 2
(Surabaya: PT Elba Fitrah Mandiri Sejahtera, 2015), h. 170
Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 599
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setelah melahirkan harus menyusui bayinya maka harus dibayar
dengan upah menyusui itu dengan kesepakatan yang dibuat oleh
kedua belah pihak mengenai jumlah upahnya.31

b. As-Sunnah

Hadis riwayat dari Abdul Razaq dari Abu Hurairah:

-

vi“;*“‘\susﬂj‘ S i ) 3 o 22
Artinya: “DariAbusaidal-khudrira.  bahwa  Rasulullah ~ SAW.
bersabda: ’Barang siapa yang mempekerjakan seorang pekerja
hendaknya ia menentukan upahnya.” (HR. Abdurrazza)**

Berdasarkan hadis diatas yang menerangkan bahwasanya
ketika mempekerjakan seseorang untuk bekerja maka upah dalam
akad ditentukan secara jelas dan diberitahukan berapa besar atau
kecilnya upah pekerja.

Adapun dianjurkannya upah yaitu terdapat dalam hadist
berikut:

Artinya:
Dari abu abbas r.a ia berkata: Nabi SAW berbekam dan beliau
memberikan kepada tukang bekam upahnya. (HR. Al Bukhari).

Hadist diatas menunjukan bahwa boleh mengambil upah

atau hasil usaha berbekam dan kemudian Nabi mempraktikannya

3IML QuraishShihab, Tafsir Al-misbah, (Jakarta: Lentera Hati, 2002),Vol 10, h.334.
*?Muhammad bin Ismail al-Bukhori, Shahih al-Bukrori, NO. 2227 (Beirut: Dar Ibn Katsir,
2002). h. 513
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sendiri. Seseorang boleh saja mendapatkan upah seperti yang
dilakukan yang mana pekerjaan ini merupakan pekerjaan yang
halal dan tidak bertentangan dengan syariat islam.

Nabi shallallahu ‘alathi wa sallam juga memerintahkan
memberikan upah sebelum keringat si pekerja kering. Dari
‘Abdullah bin ‘Umar, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

A I TN RN IR

ayntagnirek mulebes aynhapu ajrekep gnaroes adapek nakireB*
.(kering.” (HR. Ibnu Majah, shahih

Maksud hadits ini adalah bersegera menunaikan hak si pekerja
setelah selesainya pekerjaan, begitu juga bisa dimaksud jika telah
ada kesepakatan pemberian gaji setiap bulan. Yang dimaksudnya
memberikan gaji sebelum keringat si pekerja kering adalah
ungkapan untuk menunjukkan diperintahkannya memberikan gaji
setelah pekerjaan itu selesai ketika si pekerja meminta walau
keringatnya tidak kering atau keringatnya telah kering.” (Faidhul

Qodir, 1: 718)

Menunda penurunan gaji pada pegawai padahal mampu termasuk
kezaliman. Sebagaimana Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam
bersabda,

s
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kewajiban (bagi yang mampu) termasuk naianunep adnuneM*
(kezaliman” (HR. Bukhari no. 2400 dan Muslim no. 1564

Bahkan orang seperti ini halal kehormatannya dan layak
mendapatkan hukuman, sebagaimana sabda Nabishallallahu ‘alaihi
wa sallam,

s A O sl 33

satnap nad natamrohek lalah ,nabijawek adnunem gnay gnarO*
1 no. -mendapatkan hukuman” (HR. Abu Daud no. 3628, An Nasa
.(Ibnu Majah no. 2427, hasan ,4689
Maksud halal kehormatannya, boleh saja kita katakan pada orang
lain bahwa majikan ini biasa menunda kewajiban menunaikan gaji
dan zalim.

3. Macam-Macam Upah

Upah dapat digolongkan menjadi dua, yaitu:

a. ajrulmusamma, yaitu upah yang telah disebutkan pada awal akad
kemudian ketika disebutkan harus disertai adanya kerelaan atau
diterima oleh kedua belah pihak.

b. ajrulmisli, yaitu upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan
dengan kondisipekerjaan (profesi kerja) jika akad ijarah-nya telah
menyebutkan jasa (manfaat) kerjanya. Tetapi ketika dalam akad
ijarah-nya menyebutkan jasa pekerjaannya maka untuk

menentukan upah ini dalam pandangan syariah seharusnya adalah
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mereka yang mempunyai keahlian untuk menentukan upah, bukan

standar yang telah ditetapkan oleh sebuah negara, juga bukan

skebiasaan penduduk suatu negara. Melainkan seorang ahli dalam

menangani upah kerj a”

4. Keadilan dan Kelayakan dalam Pengupahan

Keadilan dalam penentuan upah adalah upah ditekankan harus
memenuhi hak dasar, sehingga pertumbuhan ekonomi akan valid jika
tidak merampas hak dasar manusia. Undang-undang No. 13 tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan penetapan upah minimum
diarahkan untuk mencapai standar kebutuhan hidup layak bagi pekerja
dan wujud itu adalah hak dasar. Permenaker No. 13 tahun 2012
merupakan aturan yang menetapkan komponen standar hidup layak
yang dijadikan acuan dalam penetapan upah minimum. Lahirnya
Peraturan Pemerintah No. 78 tahun 2015 tentang pengupahan
memberikan formula baru bagi penetapan upah minimum, bahwa upah
minimum itu ditetapkan wajib memakai.* Komponen upahmemiliki
peran yang sangat penting dimanapemberi upah menunjukkan
penghargaan kepada pekerja atau buruh. Makan dari itu, setidaknya,
ada 9 prinsip dasar upah dalam PP No. 78 Tahun 2015 tentang
Pengupahan yang harus diperhatikan:

1. Adanya Hubungan Kerja (Existenceof Employment Relationship).

33 Ahmad WardhiMuslich, Figih Mu’amalah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010) h. 362

3*Robet libra, Azas Keadilan dalam Penentuan Upah Minimum di Indonesia berdasarkan
peraturan Pemerintah No. 78 tahun 2015 tentang Pengupahan, Dosen Fakultas Hukum
Universitas Lancang Kuning, Februari 2016
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Hubungan kerja merupakan hubungan antara pengusaha
dengan  karyawan, yang didasarkan pada  perjanjian
kerja.Didalamnya ada 3 unsur wajib, yaitu adanya pekerjaan,
adanya instruksi untuk melakukan pekerjaan, serta ada
imbalan/gaji/upah atas pekerjaan yang dilakukan karyawan. Tanpa
kedua unsur lain (pekerjaan dan instruksi), maka uang yang
diterima seseorang tidak bisa dianggap upah.

. Tanpa Diskriminasi (No Discrimination)

Pasal 11 PP No. 78 Tahun 2015 berbunyi, “Setiap
Pekerja/Buruh  berhak memperoleh upah yang sama untuk
pekerjaan yang sama nilainya.”. Penetapan upah hendaknya adil,
berdasarkan standar yang objektif. Penetapan upah tidak boleh
didasarkan pada identitas personal penerima upah, misalnya
berdasarkan warna kulit, jenis kelamin, dan lain-lain.Pasal
selanjutnya, yaitu Pasal 12, menyebutkan dua poin yang dapat
digunakan sebagai standar penetapan upah, yaitu satuan waktu dan
satuan hasil.

. Tidak Bekerja, Tak Ada Bayaran (NoWork No Pay)

Konsep “nowork, nopay” ini berbeda dengan pemotongan
upah. Sesuai PP No. 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan Pasal 24
ayat 1: “Upah tidak dibayar apabila Pekerja/Buruh tidak masuk

kerja dan/atau tidak melakukan pekerjaan”, maka karyawan yang
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tidak melakukan pekerjaannya memang tidak berhak atas upah, dan
bukan karena upahnya dipotong.
. Cuti Tetap Digaji (Leavewith Pay)

Dalam prinsip dasar gaji atau upah, ada 3 kondisi di mana
karyawan bisa tidak bekerja dengan tetap mendapatkan gaji.
Kondisi-kondisi itu lebih rinci diatur dalam PP No. 78 Tahun 2015
Tentang Pengupahan, Pasal 24 ayat 2.

. Jangka Waktu Pembayaran Sesuai dengan Kesepakatan.

Diatur dalam PP No. 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan
juga mengaturnya, terutama dalam Pasal 18.

. Jumlah Gaji Pokok Minimal 75% dari Gaji Tetap.

“Gaji tetap” yang dimaksud, terdiri atas gaji pokok +
tunjangan tetap (tunjangan yang selalu didapatkan karyawan setiap
periode penggajian, dengan jumlah tetap).Hal ini berdasarkan PP
78/2015 Pasal 5.Selain itu juga perlu memastikan jumlah “gaji
tetap” karyawan tidak boleh di bawah upah minimum yang
diberlakukan pemerintah.

. Pembayaran Dilakukan dalam Mata Uang yang Sah, yaitu Rupiah.
Pasal 21 ayat 1 PP No. 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan
menyatakan dengan jelas tentang hal ini: "Pembayaran Upah harus
dilakukan dengan mata uang rupiah Negara Republik Indonesia.”

. Pengurangan untuk Pihak Ketiga Harus Dilakukan Berdasarkan

Surat Kuasa. PP No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan



29

mengamanatkan adanya surat kuasa untuk hal tersebut. Dua pasal
yang mengatur hal itu adalah Pasal 17 ayat 3 dan Pasal 57 ayat 2.
9. Total Pemotongan Upah Maksimum adalah 50%.

Pemberi upah bisa memotong wupah pekerja/buruh
dikarenakan beberapa sebab, seperti dirinci pada PP No. 78 Tahun
2015 tentang Pengupahan Pasal 57.Hal ini merujuk pada Pasal 58
Peraturan Pemerintah  78/2015, sbb:“Jumlah keseluruhan
pemotongan Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 paling
banyak 50% (lima puluh persen) dari setiap pembayaran Upah

yang diterima Pekerja/Buruh.”

Standar upah adalah suatu standar yang digunakan oleh para
pengusaha untuk memberikan untuk memberikan upah kepada pekerja di
dalam lingkungan usaha atau kerjanya. Standar upah harus sesuai dengan
prinsip keadilan dan kelayakan. Sedangkan memberikan upah kepada
pekerja, pengusaha dianjurkan untuk memberikan upah pekerja yang
selayaknya terima sesuai dengan perjanjian. Perjanjian (tentang upah)
kedua belah pihak diperingatkan untuk bersikap jujur dan adil , sehingga
tidak tejadi tindakan aniaya terhadap orang lain serta tidak merugikan
kepentingan sendiri. Jika para pekerja tidak menerima upah secara adil dan
pantas, maka dampaknya akan mempengaruhi standar penghidupan
pekerja serta keluarganya. Sedangka standar upah jika berdasarkan pada
UMK Pringsewu masih mengikuti UMP Lampung yaitu 2.432.001,57

pada tahun 2021. Sedangkan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS),
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Suhariyanto, mengungkapkan upah nominal buruh tani pada Februari 2021
mengalami kenaikan 0,35 persen dibandingkan Januari 2021. Nilainya
sebesar Rp 56.373 per hari.Ini merupakan nilai upah rata-rata buruh tani
dari berbagai kegiatan yang ada di pertanian, mulai dari menyiangi
tanaman, menanam bibit sampai dengan panen. Demikian adalah rata-rata,
yang tentu upah ini akan berbeda-beda menurut jenis pekerjaan dan jumlah
pekerja yang dibutuhkan, Sehingga upah ini membuktikan bahwa daya

beli buruh tani masih terj aga.35

C. Prinsip Keadilan dan Kelayakan pada Akad Upah dalam Islam
1. Prinsip Keadilan pada Akad Upah Menurut Islam
Keadilan di dalam Islam dikategorikan menjadi dua yaitu:
a. Adil bermakna transparan
Artinya, sebelum pekerja dipekerjakan harus dijelaskan
dulu bagaimana upah yang akan diterimanya. Hal tersebut meliputi
besarnya upah dan tata cara pembayarannya.
b. Adil bermakna proporsional
Adil bermakna proporsional artinya, pekerjaan seseorang harus
dibalas menurut berat pekerjaan tersebut.Berdasarkan prinsip
keadilan, upah dalam masyarakat Islam akanditetapkan melalui
negosiasi antara pekerja, majikan dan negara.Dalam pengambilan
keputusan tentang upah maka kepentingan pencari nafkah dan

majikan akan dipertimbangkan secara adil. Upahakan mengalami

3*Rahmad Fauzan, Upah Harian Buruh Tani Nasional, Jurnal Ekonomi dan Bisnis, juli
2020
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perbedaan dengan adanya perbedaan nilai jasanya,bukan perbedaan
jerith payah atau tenaga yang dicurahkan. Sementara itu, jerih
payah (tenaga) tersebut secara mutlak tidak pernah dinilai dalam
menentukan besarnya upah. Meskipun benar bahwa jasa dalam
suatu pekerjaan adalah karena hasil jerih payah (tenaga), namun
yang diperhatikan adalah jasa (manfaat) yang diberikan dan bukan
sekedar tenaganya, meskipun tenaga tersebut diperlukan. Oleh
karena itu, dalam transaksi ijarah harus diperhatikan tenaga yang
dicurahkan oleh para pekerja sehingga para pekerja tersebut tidak
merasa dibebani dengan pekerjaan yang berada di luar
kapasitasnya. Jadi, dalam pandangan ekonomi Islam pengusaha
harus membayar upah para pekerja dengan bagian yang sesuai
dengan pekerjaannya. Dalam perjanjian (tentang upah) antara
majikan dan bekerja harus bersikap jujur dan adil dalam setiap
urusannya. Apabila majikan memberi upah secara tidak adil, maka
dia dianggap telah menganiaya pekerjanya. Dalam memberikan
upah, pengusaha ataumajikan harus mempertimbangkan upah
pekerjanya secara tepat tanpa harus menindas pihak manapun, baik
dirinya sendiri maupun pihak pekerja.’® Al Qur’an menegaskan
“Berbuat adillah, karena adil itu lebih dekatr kepada tagwa ™. (QS.

Al-Maidah: 8). Hadis Nabi saw. “Berikanlah upah kepada pekerja

** Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad KarebetWidjayakusuma, Menggagas
Bisnis Islami, (Jakarta: Gema Insani, 2002), h.194
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sebelum keringatnya kering, dan beritahukan ketentuan upahnya

terhadap apa yang dikerjakan”.(HR.Baihaqi). Ayat Al Qur’an dan

Hadist riwayat Baihagqi di atas,dapat diketahui bahwa prinsip utama

keadilan terletak padakejelasanagad (transaksi) dan komitmen atas

dasar kerelaanmelakukannya.
2. Prinsip Kelayakan pada Akad Upah Menurut Islam

Kelayakan (Kecukupan). Jika adil berbicara tentang kejelasan,
transparansi serta proporsionalitas ditinjau dari beratpekerjaaanya,
maka layak berhubungan dengan besaran yangditerima layak disini
bermakna cukup dari segi pangan, sandang danpapan.

Upah yang layak ditunjukkan dengan pembuatan undang-undang
upah minimum di sebagian besar negara Islam. Namun, terkadang
upah minimum tersebut sangat rendah, hanya sekedar memenuhi
kebutuhan pokok saja. Namun rupanya setiap pemerintah negara Islam
merasa bahwa paling tidak mereka harus mendukung gagasan upah
minimum tersebut mengingat suasana moral yang berlaku. Agardapat
menetapkan suatu tingkatan upah yang cukup negara perlu menetapkan
terlebih dahulu tingkat upah minimumnya dengan mempertimbangkan
perubahan kebutuhan dari pekerja golongan bawah dan dalam keadaan
apapun tingkat upah tersebut tidak akan jatuh. Untuk mempertahankan
suatu standar upah yang sesuai, Islam telah memberikan kebebasan
sepenuhnya atas mobilisasi tenaga kerja. Disamping itu, memberi

kebebasan sepenuhnya kepada pekerja untuk memilih jenis pekerjaan
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yang dikehendakinya. Demi kemakmuran dan kemajuan negara, maka
perlu untuk menyusun kembali sistem upah sesuai dengan ajaran
Rasulullah SAW untuk menentukan upah minimum. Sudah menjadi
kewajiban majikan untuk menentukan upah minimum yang dapat
menutupi kebutuhan pokok hidup termasuk makanan, pakaian, tempat
tinggal dan lainnya sehingga pekerja akan memperoleh suatu tingkatan
kehidupan yang layak.37

Upah yang sesungguhnya akan berubah berdasarkan undang-
undang persediaan dan permintaan ketenagakerjaan yang tentunya
akan dipengaruhi oleh standar hidup sehari-hari dari kelompok pekerja.
Menjadi kewajiban bagi setiap orang-orang yang beriman berusaha
untuk berperan serta dalam membantu mengadakan perubahan
terhadap keberadaan sistem upah yang tidak Islami dan tidak adil serta
menggantinya dengan suatu sistem upah yang adil. Penetapan upah
karyawan dalam Islam didasarkan dengan prinsip keadilan dan upah
yang layak. Adil berarti upah yang diberikan kepada pekerja sesuai
dengan tenaga yang dikeluarkan untuk menyelesaikan pekerjaannya.
Upah diberikan secara layak berarti upah yang diterima pekerja cukup
untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Mengenai pemikiran upah
layak, maka pemerintah menetapkan upah minimum pekerja atau

buruh. Dengan adanya upah minimum maka pemerintah dapat

* Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Widjayakusuma, Menggagas
Bisnis Islami. h. 198
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mempertimbangkan upah sesuai dengan perubahan kebutuhan para
buruh.

Basyir mengemukakan 3 prinsip tentang pengupahan Islami yaitu
keadilan yang bermakna proporsional, transparan dan jelas. kelayakan
yang berarti cukup pangan, papan, dan sandang; dan kebajikan yang
dapat diartikan sebagai asas kerohanian dan mampu menggugah hati
nurani pemberi kerja agar mau menghargai jasa pekerja yang

berkontribusi untuk mendapatkan harta yang lebih.*®

38Firmansyah, Rachmad,dkk, Sistem upah minimum kabupaten dalam perspektif islam,
Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, 2016. h. 434



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang akan digunakan ini adalah penelitian
lapangan (fieldresearch). Penelitian lapangan merupakan suatu jenis
penelitian yang akan dilakukan pada lokasi penelitian atau pada tempat
yang telah dipilih sebagai lokasi untuk diteliti secara objektif tetang
sesuatu yang terjadi pada lokasi tersebut.” Penelitian lapangan ini
akan dilakukan kepada buruh tani padi di desa Tunggul Pawenang
Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu.
2. Sifat Penelitian
Penelitian yang akan digunakan ini adalah penelitian yang bersifat
deskriptif, yaitu data yang akan dikumpulkan menggambarkan sifat
sesuatu yang terjadi pada saat penelitian dilakukan. penelitian
deskriptif ~dalam penulisan proposal ini  bertujuan untuk
menggambarkan fakta dalam lokasi penelitian secara sistematis,
faktual dan akurat.*’
Maka dari itu dalam penelitian ini, peneliti berusaha memaparkan
hasil wawancara yang didapat oleh peneliti dengan perbandingan

terhadap pustaka yang ada.

3 Abdurrahman Fathoni, Metode Penelitian dan Tehnik Penyusunan Skripsi, (Jakarta: PT
Rineka Cipta, 2011), h. 96

“Husein Umar, MetodePenelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis, (Jakarta: PT Grafindo
Persada, 2009) h.22
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B. Sumber Data

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan

informasi mengenai data. Berdasarkan sumbernya, data dibedakan menjadi

dua, yaitu data primer dan data sekunder.

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini ada dua, yaitu:

a.

Data Primer
Data primer yaitu data yang dibuat oleh peneliti untuk maksud khusus
menyelesaikan permasalahan yang sedang ditanganinya. Data
dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau
tempat objek penelitian dilakukan. Data primer yaitu berupa data yang
dihasilkan dari wawancara atau melalui tanya jawab baik secara lisan
maupun tertulis serta didapat dari perseorangan maupun individu.*!
Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah seluruh buruh
tani padi yang melakukan sistem pengupahan menggunakan padi dan
pemilik lahan pertanian di Desa Tunggul Pawenang Kecamatan
Adiluwih Kabupaten Pringsewu.
Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan untuk maksud
selain menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Data ini dapat

ditemukan dengan cepat. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber

*'Husein Umar, MetodePenelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis, h. 42
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data sekunder adalah literatur, artikel, jurnal. 2 Sumber sekunder
adalah sumber penunjang. Sumber data sekunder merupakan data yang
mencakup dokumen-dokumen, buku-buku, hasil penelitian, yang
berwujud laporan, buku harian, majalah, Koran, makalah internet, dan
lain-lain.”® Sumber data sekunder diperoleh dari buku-buku dan jurnal
penelitian yang berkaitan denganpengupahan buruh tanidengan
menggunakan padi jika tinjauan hukum ekonomi syariah, berupa buku
tentang figih mu’amalah dan peraturan perundang-undangan di
Indonesia.
C. Tehnik Pengumpulan Data
Tehnik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara
dan dokumentasi. Bagi peneliti kualitatif fenomena dapat dimengerti
maknanya secara baik, apabila dilakukan interaksi dengan subyek melalui
wawancara dan disamping itu untuk melengkapi data diperlukan
dokumentasi.
1. Wawancara
wawancara merupakan suatu pertemuan yang dilakukan oleh dua
orang untuk bertukar informasi atau ide malalui tanya jawab, sehingga
dapat dikontruksikan makna dalam suatu data tertentu. Peneliti akan
melakukan tanya jawab tentang sistem pengupahan dengan menggunakan

padi dengan berdasarkan pada prinsip keadilan dan kelayakanyang

42 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta,
2009), Cet. Ke 8, h. 137

43SuharsimiArikunto, prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: PT.Rineka
Cipta, 2002) h. 248
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dilakukan kepada petani dan kepada pemilik lahan pertanian. Dengan
wawancara peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang
sistem upah dengan menggunakan padi yang berdasarkan pada prinsip
keadilan dan kelayakan, kekurangan dan kelebihan dari sistem
pengupahan, serta penerapan sistem pengupahan antara pemilik lahan dan
buruh tani dan hal-hal yang terjadi yang tidak bisa ditemukan melalui
observasi.**

Tehnik wawancara dalam sebuah penelitian yang biasa dilakukan dapat di
bagi menjadi 3 yaitu :

a. Wawancara terstruktur (Structuredinterview)

Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan
data. Dalam wawancara ini, peneliti telah mengetahui dengan pasti
informasi yang akan diperoleh. Oleh karena itu, ia menyiapkan instrumen
penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif
jawabannya pun telah disiapkan.

b. Wawancara semi terstruktur (Semi Structurelnterview)

Wawancara ini sudah termasuk dalam kategori in-deptinterview.
Pelaksanaannya lebih bebas apabila dibandingkan dengan wawancara
terstruktur. Tujuannya adalah menemukan permasalahan secara lebih
terbuka. Responden diminta pendapat dan ide-idenya dalam melakukan
wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat yang

dikemukakan responden.

“Dwi Wahyuni, Analisi Sistem Pengupahan “bawon” pada pertanian padi, Vol. 2 No. 2,
Jurnal Bisnis, Manajemen & Perbankan,2016. h.113
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c. Wawancara tidak terstruktur (UnstructuredInterview)

Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas, yaitu
peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun
secara sitematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Teknik
wawancara yang peneliti gunakan adalah wawancara semi terstruktur
artinya teknik wawancara ini menemukan permasalahan secara lebih
terbuka sehingga peneliti dapat mengembangkan pertanyaan ketika akan
melakukan wawancara, kemudian peneliti perlu mendengarkan secara
teliti dan mencatat yang dikemukakan responden. sedangkan subjek
peneliti dengan teknik purposive sampling. Purposive sampling yaitu
pengambilan sampel bertujuan atau secara sengaja mengambil sampel
tertentu, sehingga memenuhi kepentingan peneliti.

Dengan wawancara ini, pengumpulan data dapat menggunakan
beberapa pewawancara sebagai pengumpul data. Pewawacara juga harus
mampu menciptakan sebuah hubungan yang baik sehingga responden
bersedia bekerja sama, serta leluasa dalam mengemukakan dan
memberikan informasi yang sebenarnya. Dalam teknik ini sasaran yang
akan diwawancarai adalah buruh tani padi dan pemilik lahan di Desa
Tunggul Pawenang Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu.

Maka dari itu, Peneliti menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang
akan ditanyakan berkaitan dengan Pengupahan Buruh Tani Padi dengan

Sistem pengupahan dengan menggunakan padi yang ditinjau dari Hukum
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Ekonomi Syariah terhadap di Desa Tunggul Pawenang Kecamatan
Adiluwih Kabupaten Pringsewu.
2. Dokumentasi

Dokumentasi, merupakan sesuatu yang dapat berbentuk tulisan,
gambar, atau karyakarya monumental yang lain. Data dokumen yang
dipilih harus memiliki kredibilitas yang tinggi. Dengan menggunakan
teknik ini, peneliti dapat menggunakan sampel yang besar. Selain itu, data
yang diperlukan tidak terpengaruh oleh kehadiran peneliti sebagaimana
teknik wawancara.

Maka peneliti langsung mengambil dari obyek penelitian. Metode
penelitian ini digunakan untuk memperoleh bukti praktek kerja bersama
dan lain sebagainya.

D. Tehnik Analisi Data

Teknik analisis data yang peneliti gunakan adalah analisis data
kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan
jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milah
menjadi satuan yang dapat dikelolah, mencari dan menemukan pola,
menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari kemudian
memutuskan apa yang diceritakan kepada orang lain.®

Analisis data kualitatif yaitu prosedur penilaian yang menghasilkan
data deskriptif berupa kata tertulis atau lisan dari orang atau perilaku yang

dapat diamati dan keterangan-keterangan dalam bentuk uraian-uraian

“Lexy J Moleong, Metode Penelitian Kuailitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,
2009), h. 248
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sehingga untuk menganalisisnya menggunakan metode berfikir induktif.
Metode berfikir induktif yaitu bertitik tolak dari fakta-fakta khusus,
kemudian fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa tersebut ditarik generalisasi
yang mempunyai sifat umum.*® Teknik analisis data dilakukan melalui
beberapa tahapan yang telah ditentukan yakni, identifikasi, klasifikasi dan

selanjutnya diinterprestasikan dengan cara menjelaskan secara deskriptif.

“Moh. Kasiram, Metode Penelitian Kuantitatif-Kualitatif, (Yogyakarta: Sukses Offset,
2010),h. 176
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1.

Kondisi Geografis
Tunggul Paweang adalah salah satu desa yang ada di Kabupaten
Pringsewu. Pekon merupakan penyebutan daerah di Kabupaten
Pringsewu. Pekon Tunggul Pawenang adalah adalah satu pekon
Pemekaran dari Pekon Adiluwih, Kecamatan Adiluwih Kabupaten
Pringsewu yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten
Pringsewu Nomor : 08 Tahun 2013 dan diresmikan pada tanggal 13
Desember 2011, yang sudah dua kali melaksanakan pemilihan kepala
pekon, yang kedua baru saja dilaksanakan pada bulan Oktober 2018 dan
dilantiknya kepala pekon terpilih pada tanggal 27 Bulan November
2018."
a. Letak Kelurahan
Lokasi yang digunakan dalam penelitian adalah Kelurahan
Tunggul Pawenang kecamatan Adiluwih kabupaten Pringsewu.
Dimana Kelurahan Tunggul Pawenang tepatnya terletak di salah satu
Kecamatan Adiluwih kabupaten Pringsewu. Jarak antar kelurahan ke
kota letaknya cukup jauh. Berikut ini adalah jarak dari kelurahan ke

kota:*®

" Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu No. 08 Tahun 2013 tentang, “Pedoman

Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Pekon dan di Kelurahan Kabupaten Pringsewu”

*® Dokumen kantor Kelurahan Pekon Tunggul Pawenang, Kecamatan Adiluwih,

Kabupaten Pringsewu,2018
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Tabel 1
Jarak Kelurahan Ke kota®
No. | Uraian Jarak Tempuh | Waktu Tempuh
1 Utara Margorejo Pringsewu
2 Timur Tanjung Rejo Pringsewu
3 Selatan Bangunsari Pringsewu
4 Barat Pringsewu. Pringsewu

b. Batas Kelurahan / Desa
Pekon Tunggul Pawenang merupakan salah satu Pekon di
Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung, memilik
luas 387,3 H. Secara geografis Pekon Tunggul Pawenang berbatasan
dengan wilayah sebagai berikut :

Tabel 2
Batas kelurahan/ Pekon Tunggul Pawenang®’

No. | Batas Wilayah | Desa/ Kelurahan | Kabupataen
1 Utara Margorejo Pringsewu
2 Timur Tanjung Rejo Pringsewu
3 Selatan Bangunsari Pringsewu
4 Barat Pringsewu. Pringsewu

* Dokumen Kantor kelurahan Tunggul Pawenang, 2021
%% Dokumen Kantor kelurahan Tunggul Pawenang, 2021
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2. Keadaan Demografis
a. Jumlah Penduduk
Kelurahan Tunggul Pawenangtahun 2020 dihuni sekitar 1.638
orang yang terdiri dari 823 laki laki dan 815 perempuandengan jumlah
kepala keluarga (KK) sebanyak 484 KK. Untuk lebih jelasnya

dipaparkan dalam table berikut:”'

Tabel 3
Jumlah Penduduk™
Jenis Kelamin Jumlah
Laki- Laki 823
Perempuan 815
Jumlah 1.638

b. Mata Pencaharian
Mata Pencaharian masyarakat Kelurahan Tunggul Pawenang
secara keseluruhan Sumber penghasilan utama penduduknyaadalah
petani, dan ada beberapa yang lain juga seperti peternak, kariawan

pabrik dan berdagang. Untuk lebih jelasnya disajikan dalam tebel

berikut:
Tabel 4
Mata Pencaharian masyarakat kelurahan Tunggul Pawenang™
Mata Pencaharian Presentase (%)
Petani 65
Peternak 25
Berdagang 5
Kerja Pabrik 5

! Dokumen kantor Kelurahan Pekon Tunggul Pawenang, Kecamatan Adiluwih,
Kabupaten Pringsewu, 2021

>> Dokumen Kantor kelurahan Tunggul Pawenang, 2021
>3 Dokumen Kantor kelurahan Tunggul Pawenang, 2021
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c. Keadaan Sosial Ekonomi

Secara administratif, wilayah pekon Tunggul Pawenang terdiri
dari tiga dusun, dan enam, rukun tetangga.Secara umum Tipologi
Pekon Tunggul Pawenang terdiri dari Lahan Pertanian (persawahan,
perladangan, perkebunan, peternakan, Industri sedang, Jasa dan
perdagangan).

Topografis Pekon Tunggul Pawenang secara umum termasuk
daerah dataran rendah.dan berdasarkan ketinggian wilayah Pekon
Tunggul Pawenang diklasifikasikan kepada ..(dataran rendah (0 — 100
m dpl)/dataran sedang (>100 — 500 m dpl)/dataran tinggai (>500 m
dpl).

Penggunaan lahan Pekon Tunggul Pawenang dapat dilihat pada

tabel 1 sebagai berikut 4

Tabel 5
Tahun (Ha)

No.| Penggunaan Lahan 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
Lahan Sawah

1. | Irigasi Teknis

2. | Irigasi Setengah Teknis

3. | Irigasi Sederhana Milik PU

4. | Irigasi Non PU

5. | Tadah Hujan 120 120 120 120 120
Lahan Bukan Sawah

1. | Pekarangan/Bangunan 122 122 122 122 122

2. | Tegal/Kebun 143 143 143 143 143

3. | Ladang/Huma 211 211 211 211 211

4. | Pengembalaan/Padang Rumput

5. | Sementara Tidak Diusahakan

> Dokumen kantor Kelurahan Pekon Tunggul Pawenang, Kecamatan Adiluwih,
Kabupaten Pringsewu, 2021
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6. | Ditanami Pohon/Hutan Rakyat
7. | Hutan Negara
8. | Perkebunana 53 53 53 53 53
9. | Rawa-rawa
10. | Tambak
11. | Kolam/Empang
12. | Lahan Lainnya
Tabel 6
Potensi Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan™
Produksi Per Tahun
No. Komoditas
Satuan 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
1. Tanaman Ton/Tahun
Pangan
. 576 576 576 576 576
Padi
Jagung 480 480 480 480 480
Ubi Kayu 500 500 500 500 500
Ubi Jalar

2. | Buah-buahan Ton/Tahun

Mangga

Jeruk

Pepaya

3. | Perkebunan Ton/Tahun

Kelapa

Karet 120 120 120 120 120

Kopi

4. | Peternakan Ekor

. 10 10 10 10 10
Sapi

> Dokumen kantor Kelurahan Pekon Tunggul Pawenang, Kecamatan Adiluwih,
Kabupaten Pringsewu, 2021
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Kerbau

Kambing

150

150

150

150

150

Ayam

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

5. | Perikanan

Ton/Tahun

Empang

Keramba

Tambak

Sumber: Kantor kelurahan Tunggul Pawenang, 2021

B. Sistem Pengupahan Di Desa Tunggul Pawenang Kecamatan Adiluwih

Kabupaten Pringsewu

1. Sistem Pengupahan di Desa Tunggul Pawenang Kecamatan Adiluwih

Kabupaten Pringsewu

Masyarakat desa Tunggul Pawenang dalam penggunaan lahan

pesawahan hanya berdasarkan pada tadah hujan yang besaran luas

lahannya 120 hektar. Sedangkan untuk lahan lainnya yaitu berupa

perkarangan/ bangunan baik dari rumah warga, gedung sekolah, maupun

tempat prasarana umum seperti pasar, masjid, gereja, dan lain sebagainya.

Selain itu masyarakat juga menggunakan sebagian besar lahannya

digunakan sebagai sawah, ladang dan perkebunan. Pertanian dan

perkebunan di desa Tunggul Pawenang penghasilan terbesarnya yaitudari

sawah yang ditanami dengan padi dengan produksi terbanyak yaitu 576

dan ada juga jagung karena mayoritas masyarakat mata pencahariannya
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pada sektor non formal yaitu sebagai buruh tani.”® Sehingga pada lahan
sawahnya masyarakat dalam pengerjaan di lahan pertaniannya
membutuhnya orang lain untuk mengerjakannya yang upahnya berupa
padi dari hasil panen tersebut. Sistem pengupahan dengan menggunakan
padi tersebut telah menjadi suatu kebiasaan yang ada dimasyarakat hingga
sekarang.57

Pemaparan tentang pelaksanaan pembayaran upah buruh tani
olehpemilik lahan berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Slamet
(buruh tani yang melakukan pekerjaan yang diberikan pemilik lahan) dan
4 orang buruh tani lainnya yang juga termasuk istrinya. Bapak Slamet
bekerja kepada bapak Khabib untuk memanen padi yang berada di lahan
bapak Khabib.Ketika pada waktu panen bapak Slamet yang bekerja
ituakan menerima upah berupa padi tidak berupa uang yang diterima dari
bapak Khabib selaku pihak memilik lahan.SSPerhitungan luas lahan satu
perempat hektar dengan hasil panen sebanyak 25 karung dengan waktu
pengerjaan selama 3 hari dan dikerjakan oleh 4 orang maka padi yang
diterima sebagai upah yaitu ketika bapak Slamet memanen dengan hasil
tiap 5 karung padi maka bapak Slamet mendapatkan 1 karung padinya dan
dibagi dengan 4 orang buruh yang ikut mengerjakannya dan tidak ada
perbedaan pada pemberian upah masing-masing buruh tani akan tetapi

keduabelah pihak memastikan pada tiap karungnya selalu akan

*® Dokumen kantor Kelurahan Pekon Tunggul Pawenang, Kecamatan Adiluwih,
Kabupaten Pringsewu, 2021

>’Wawancara dengan bapak heru (Kepala Pekon Tunggul Pawenang), tanggal 16 juni
2021

**Wawancara dengan bapak Khabib (pihak buruh tani padi), tanggal 9 Mei 2021
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memperoleh perbedaan pada ukurannya serta pihak pemilik lahan hanya
menyediakan bekal berupa kue, kopi, dan air panas selama proses
pengerjaan.59

Peneliti juga melakukan wawancara dengan bapak Darwanto yang
memberikan pekerjaan kepada buruh juga yang memiliki lahan.
Pemberian upah dengan padi itu ketika bapak Marji, istrinya dan juga
kedua anaknya sebagai buruh yang bekerja kepadanya dengan diawali
kesepakatan yang dilakukan oleh pihak buruh dengan bapak Darwanto
selaku pemilik lahan. bapak Marji, istrinya dan kedua anaknya melakukan
pemanenan padi sehingga upah yang diberikan bukan berupa upah harian
namun berupa padi dari hasil panen tersebut, bapak Marji, istrinya dan
juga kedua anaknya tidak ikut dalam menjemur seluruh padi dari hasil
panen namun upahnya dari hasil panen dengan tiap 5 karung padi bapak
Marji dan istrinya mendapatkan 1 karung padi.60 Demikian pada lahan
milik bapak Darwanto dengan perhitungan luas lahan satu perempat
hektar dengan hasil panen sebanyak 20 karung dengan waktu pengerjaan
selama 3 hari dan dikerjakan oleh 4 orang tiap panennya lalu upah padi
yang diperoleh bapak Marji dan buruh lainnya 4 karung dari 20 karung
hasil panennya tersebut, namun selama masa pengerjaan sampai dengan
selesai pemilik lahan tidak menyediakan bekal kepada buruh yang telah

. 61
mengerjakannya.

**Wawancara bapak Slamet (pihak pemilik lahan), pada tanggal 10 Mei 2021

%Wawancara dengan bapak Marji dan istrinya (pihak buruh tani padi), tanggal 18 Mei
2021

®'Wawancara dengan bapak Darwanto (pemilik lahan), tanggal 18 mei 2021
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Peneliti juga melakukan wawancara dengan ibu Zulaikah yang
memberikan pekerjaan lahannya kepada buruh tani yaitu bapak Cepto dan
bapak Panji yang tidak hanya memanen saja tetapi juga mengerjakan
penjemuran dari seluruh hasil panen dengan upah tiap mendapatkan 4
karung padinya bapak Cepto dan bapak Panji mendapatkan 1 karungnya
dengan pemberian upah dengan padi di masa pa\nen.62 Buruh tani akan
mengerjakan dengan perhitungan luas lahan satu perempat hektar dengan
hasil panen sebanyak 24 karung dengan waktu pengerjaan selama 6 hari
dan dikerjakan oleh 4 orang. Padi yang diterima sebagai upah buruh tani
tersebut berupa padi yang setelah mengerjakan penjemuran serta pemilik
lahan hanya memberikan upah bersih berupa padi dan pemilik lahan tidak
menyediakan bekal selama pengerjaan kepada buruh tani.®

Berdasarkan wawancara diatas pemberian upah kepada buruh tani
yaitu dengan menggunakan padi dari hasil panen dan dalam
mengerjaannya buruh tani mengerjakan pada waktu panen namun ada
yang mengerjakan penjemuran padi hasil panennya juga. Buruh tani akan
mendapatkan jumlah upah padi yang di berikan oleh pemilik lahan
berdasarkan kesepakatan yang dilakukan diawal. Dapat dipahami sistem
pengupahannya dapat dikatakan adil dikarenakan upah buruh tani dari
hitungan tiap 5 karung padi mendapatkan 1 karung padinya namun buruh
tani tidak ikut dalam proses penjemuran dan pemilik lahan sudah

menyediakan bekal selama proses pengerjaan lahannya. Demikian dalam

S2Wawancara dengan ibu Zulaikah (pemilik lahan), tanggal 20 mei 2021
%Wawancara dengan bapak Cepto dan bapak Panji (pihak buruh tani), tanggal 20 Mei
2021
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sistem pengupahan dari hitungan tiap 4 karung buruh tani mendapatkan 1

karungnya namun dalam pengerjaannya buruh tani tidak hanya ikut dalam

panen saja tetapi juga dalam proses penjemuran tidak menyediakan bekal

kepada buruh selama proses pengerjaan.

1. Faktor yang Mempengaruhi Sistem Pengupahan Di Desa Tunggul
Pawenang Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu

Menurut bapak Darwanto, selaku pemilik lahan di desa Tunggul
Pawenang mengungkapkan bahwa upah dengan menggunakan padi itu
merupakan suatu sistem tradisi pengupahan yang sangat menguntungkan
dengan alasan pemilik lahan tidak perlu mengeluarkan uang secara tunai
untuk membayar upah kepada buruh tani yang mengerjakan lahannya dan
juga merupakan suatu bentuk saling membantu.**

Berbeda dengan yang telah dituturkan oleh bapak Marjiselaku
buruh tani di desa Tunggul Pawenang menjelaskan bahwa sistem
pengupahan dengan padi ini sudah menjadi suatu tradisi atau kebiasaan
yang ada dimasyarakat yang dirasa meguntungkan para buruh
dikarenakan untuk berupa makanan pokok sehingga tidak lagi perlu
membeli beras ataupun padi untuk kebutuhan pangan namun terkadang
merugikan yaitu ketika mengerjaannya lebih namun padi yang didapat
untuk upahnya tidak sesuai dengan sesutu yang dikerjakan dan juga
terkadang tidak mecukupi kebutuhan pangannya, seperti buruh tani juga

tidak hanya ikut memanen saja namun juga mengerjakan penjemuran

$*Wawancara dengan bapak Darwanto (pemilik lahan), tanggal 18 mei 2021
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seluruh padi dari hasil panen tersebut akan tetapi buruh tani menerima
resikonya dikarena memang sudah suatu resiko dan untuk dapat
memenuhi kebutuhan hidupnya.65

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka disebutkan bahwa fakto-
faktor yang mempengaruhi pemberian upah yaitu masyarakat pedesaan
lebih memerhatikan pada kekeluargaan dan yang menyangkut keperluan
kebutuhan hidup sehari-hari. Demikian dalam pengerjaannya makan
ataupun minum ditanggung oleh buruh tani sendiri dan juga dikarenakan
faktor kebutuhan ekonomi buruh tani yang sangat kurang untuk
memenuhi kebutuhan hidupnyal.66

Al-ujrah ialah imbalan yang diperjanjikan dan dibayar oleh
pengguna manfaat sebagai imbalan atas manfaat yang diterimanya, tanpa
diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. 67
Pengguna jasa disebut mu ’jir dan pekerja tersebut ajir, dan upah yang
dibayarkan kepada ajir disebut ujrah. Upah yang dibayarkan kepada ajir
disebut ujrah dengan jenis pekerjaan yang bersifat pasti, maka upahnya
pun harus pasti dan sesuai dengan standarkelayakan, atau setidaknya ada
perjanjian yang mengikat kedua belak pihak, baik dari segi pemberi kerja

maupun pihak yang menerima pekerjaannya yang juga merupakan urf

%Wawancara dengan bapak Marji dan istrinya (pihak buruh tani padi), tanggal 18 Mei
2021

S6Wawancara dengan bapak Khabib (pihak buruh tani padi), tanggal 9 Mei 2021

"M. Yazid Afandji, Figih Mu’amalah dan Implementasiannya dalam Lembaga Keuangan
Syariah (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hal. 179.
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atau adat kebiasaan yang ada didalam masyarakat seperti dijelaskan dalam

pasal 88 UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagaker aan.®

C. Analisis Sistem Pengupahan Buruh Tani Padi Di Desa Tunggul
Pawenang Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu Ditinjau
Berdasarkan Prinsip Keadilan dan Kelayakan

Islam sudah memberikan sebuah solusi yang dapat dijadikan rujukan
yaitu pengupahan dengan berdasarkan pada keadilan dan kelayakan serta
melindungi kepentingan baik pemilik lahan maupun buruh tani. Menurut
Islam, upah harus ditetapkan secara layak, patut, tanpa merugikan kepentingan
pihak yang manapun. Kedua belah pihak tidak boleh merugikan satu sama
lain dan harus menunjukkan keadilan dan kelayakan maupun kebaikan dalam
hubungan kerja diantara keduanya.69
1. Pengupahan Buruh Tani Berdasarkan Prinsip Keadilan

Mengenai keadilan dalam pengupahan, yang menjadi ukuran
bagaimana dapat dikatakan adil, yatitu:70
c. Adil bermakna transparan
Prinsip utama dari keadilan yaitu kejelasan akad atau perjanjian
antara kedua belah pihak dan berkomitmen dalam melakukannya.

Sebelum pekerja dipekerjakan harus dijelaskan dulu bagaimana upah

%8Rahman Dahlan, Ushul Figih (Jakarta: Amazah, 2010), hal. 111.

%Rozalinda, “Ekonomi Islam” (Jakarta:Rajawali pers,2016),h.20

" Muhammad Faroini R. Lukman, visi Alqur’an tentang Etika dan Bisnis, (Jakarta:
Salemba Diniyah, 2002) h. 175
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yang akan diterimanya. Hal tersebut meliputi besarnya upah dan tata
cara pembayarannya. '’
Peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Khabib (pamilik
lahan):

“Pada awalnya saya mendatangi kerumahnya buruh untuk
meminta dia memanen padi dilahan saya dan untuk upahnya
seperti kebiasaan didaerah sini saja yaitu tiap 5 karung padinya
dia mendapatkan 1 karung yang berupa padi hasil panen itu dan

untuk berapa lama juga berapa orang yang mengerjakannya itu

terserah pada dia”.””

Berdasarkan pernyataan diatas bahwa pemilik lahan sebelum
memberikan pekerjaan kepada para buruh mereka sudah melakukan
pertemuan untuk membicarakan atau melakukanperjanjian mengenai
waktu dan tempat mereka mempekerjakan buruh sedangkan mengenai
upah mereka sudah paham bahwa yang berlaku didaerah tersebut
adalah dengan padi hasil panen tersebut. Perjanjian perburuhan yang
dilakukan secara lisan antara kedua belah pihak yang artinya mereka
berkomitmen bahwa mereka memiliki tanggung jawab masing-
masing, bahwa seorang buruh memiliki kewajiban untuk memanen
padi para pemilik dan begitupun dengan para pemilik mereka
memiliki kewajiban untuk membayarkan upah pekerja secara amanah
tanpa saling merugikan satu sama lain. Sedangkan mengenai

pengupahannya tidak dijelaskan secara rinci pada saat pelaksanaan

" Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad KarebetWidjayakusuma, Menggagas
Bisnis Islami, (Jakarta: Gema Insani, 2002), h.194
"*Wawancara dengan bapak Khabib (pihak buruh tani padi), tanggal 9 Mei 2021
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akad karena didaerah tersebut telah menganut sistem pengupahan
yang turun temurun atau telah menjadi kebiasaan masyarakat dan
seakan-akan mereka telah sama-sama paham tentang berapa upah
yang akan diterima.

Sedangkan sistem pembayaran upah yang terjadi di desa
Tunggul Pawenang merupakan kebiasaan yang terjadi secara terus
menerus dimasyarakat, sehingga dalam prakteknya sudah sama-sama
diketahui baik olehyang pemilik lahan maupun buruh tani. Karena
diantarapetani dan buruh sudah sama-sama tahu resiko yang mungkin
mereka terima, disini telah terjadi kerelaanantara petani dan buruh
tani.

Pada prinsipnya pula setiap orang yang bekerja pasti akan
mendapat imbalan dari apa yang dikerjakan dan masing-masing tidak
akan rugi. Sehingga terjadilah keadilan diantara mereka. seperti

penjelasan didalam QS. Al-Jatsiyah22:

52088 Y 2h5 E28 LS B essdl; L 5 ont T 40 gl
Artinya : “Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan
yvang benar dan agar dibalasi tiap-tiap diri terhadap apa
vang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan.”

(Q.S. Al-Jatsiyah : 22)
Ayat ini memperjelas bahwa upah setiap orang harus ditentukan

berdasarkan kerjanya maka untuk itu harus dibayar tidak kurang, juga

tidak lebih dari apa yang telah dikerjakan.”” Sedangkan pengupahan

"Departemen Agama RI, Al-quran dan terjemahan (Bandung: Diponegoro, 2014), hal.
500.
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yang baik adalah menguntungkan kedua belah pihak. Ayat diatas
menjelaskan tentang upah yang layak kepada setiap buruh atau pekerja
sesuai dengan apa yang telah dikerjakannya.Ayat tersebut
memperjelas bahwa upah setiap orang harus ditentukan berdasarkan
kadar kerjanya atau hasil produksinya dan itu harus dibayar tidak
kurang, juga tidak lebih dari apa yang telah dikerjakannya.74Sistem
pengupahan yang tidak merugikan kedua belah pihak, yaitu dengan
jumlah upah yang jelas dansesuai. Hukum positip seperti yang telah
dijelaskan dalam UU Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003 pasal 88
ayat (1) yaitu “Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan

yang memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan”.”

d. Adil bermakna proporsional

Adil bermakna proporsional artinya, pekerjaan seseorang harus
dibalas menurut berat pekerjaan tersebut.Berdasarkan prinsip
keadilan, upah dalam masyarakat akan ditetapkan melalui negosiasi
antara pekerja, majikan dan negara. Didalam transaksi ijarah harus
diperhatikan tenaga yang dicurahkan oleh para pekerja sehingga para
pekerja tersebut tidak merasa dibebani dengan pekerjaan yang berada
di luar kapasitasnya.Dalam pengupahan pemilik lahan harus

mempertimbangkan upah pekerjanya secara tepat tanpa harus

" Wahbah Zuhaili, “kullivat al-dharurivat”, Cet. 2, (Jakarta: Gaya Media
Pratama,1997),h. 145
Undang-UndangNomer 13 Tahun 2003 Pasal 88 Tentang Ketenagakerjaan



72

menindas pihak manapun, baik dirinya sendiri maupun pihak

peker;j a.’®

Peneliti melakukan wawancara kepada bapak Slamet (buruh tani
padi):

“saya pernah merasa dikecewakan sama pemilik sawah, dia kasih
saya upah tapi tidak sesuai, dia kasih saya padi yang lebih banyak
kulitnya jadi pas saya pabrik sedikit jadinya yang pada
pemanenannya pemilik sawah tidak memberi hak saya buat
memilih apalagi ketika hasil panennya jelek. Saya tidak tau dia
sengaja atau tidak tapi seharusnya dia tau bagaimana perkirakan

itu upah sudah baik atau tidak karna dia sebagai orang yang

sudah paham masalah begitu”.”

Dari pernyataan diatas bahwa didalam pemberian upah dengan
sistem ini kepada buruh tidak menutup kemungkinan akan terjadinya
kedzaliman yang dilakukan oleh para pemilik sawah, baik itu
disengaja maupun tidak, sehingga akan menimbulkan kerugian kepada
pihak buruh.

Berlaku adil dalam Islam yaitu tidak mendzalimi dan tidak
dizalimi. Implikasi ekonomi dari nilai ini adalah bahwa pelaku
ekonomi tidak diperbolehkan untuk mengejar keuntungan pribadi
apabila hal itu merugikan orang lain.”*Dalam memperlakukan setiap

orang secara adil sepatutnya menjadi keharusan tidak hanya dalam hal

" Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad KarebetWidjayakusuma, Menggagas
Bisnis Islami, (Jakarta: Gema Insani, 2002), h.194

""Wawancara bapak Slamet (pihak pemilik lahan), pada tanggal 10 Mei 2021

" Rizal Fahlefi, “Implementasi Maslahah dalam Kegiatan Ekonomi Syariah”,
JURIS,VOL.14,No0.2,2015, h. 229
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pengupahan saja, tetapi juga dalam hal lainnya seperti dalam
perekrutan pekerja, promosi jabatan dan keputusan-keputusan lainnya
dalam suatu pekerjaan. Demikian dikarenakan prinsip pengupahan
dalam islam tidak terlepas dengan prinsip keadilan dan kelayakan atau
moralitas.” Al Qur’an menegaskan : “Berbuat adillah, karena adil itu
lebih dekat kepada tagwa”. (QS. Al-Maidah: 8).

Asas-asas hukum yang perlu diperhatikan dalam sistem
pangupahan dengan prinsip keadilan yaitu:80
a. Hak atas upah setelah adanya hubungan kerja dan berakhir setelah

hubungan kerja berakhir.

Berdasarkan apa yang terjadi di Desa Tunggul Pawenang
bahwa hak dan kewajiban antara pemilik lahan dan buruh tani ada
setelah adanya kata sepakat diantara kedua belah pihak. Buruh
berkewajiban untuk melaksanakan pekerjaannya memanen padi
sehingga akan diberikan haknya berupa upah yang akan
dibayarkan sesuai kesepakatan.

b. Upah terdiri dari beberapa komponen yang harus dirinci secara
jelas

Sistem pengupahan tersebut berlangsung sejak lama dan
menjadi kebiasaan masyarakan secara umum, tanpa membahas

secara rinci mengenai upah yang akan diberikan. Mereka sudah

" Armansyah Waliam, “Upah berkeadilan ditinjau dari Perspektif Islam”, Jurnal Bisnis
dan Manajemen Islam, Vol.5, No.2, 2017, h.270

% Yetniwati, “Pengaturan upah berdasaran atas prinsip keadilan”, Mimbar Hukum,
Vol. 29, No. 1, 2017, h.93
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sama-sama mengetahui sistem upah yang digunakan yaitu dengan
menggunakan padi yang akan di terima pada saat panen dengan
perhitungan tiap 5 karung padi yang didapatkan maka buruh tani
mendapatkan 1 karungnya.
Pemberian upah harus kemanusiaan

Besarannya upah dan cara pembayaran upah haruslah
menghargai pekerja yang mempunyai hak hidup secara layak.
Besarannya upah harus secuai dengan upah yang berfungsi untuk
memenuhi kebutuhan hidup pekerja minimal layak untuk
memenuhi kebutuhan layak. Dalam praktiknya di Desa Tunggul
Pawenang, sistem pengupahan seperti ini dapat dikatakan layak
untuk memenuhi kebutuhan pokok namun tidak tidak seluruhnya
dan tidak untuk waktu yang lama karena mengingat tingkat upah
yan dibilang rendah namun hal tersebut menjadi kebiasaan
masyarakat didaerah tersebut.
. Tidak mendeskriminasi upah

Mendeskriminasi upah akan menyebabkan kerugian kepda
salah satu pihak, iri dan tidak terjalin hubungan yang harmonis
antara sesama hubungan kerja. seperti halya system pengupahan
yang diterapkan di Desa Tunggul Pawenang tidak menutup
kemungkinan akan adanya deskriminasi upah sebab sistem

pengupahan tersebut menjadi unsur ketidakjelasan akan
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standarisasi upah yang diterima antara buruh satu dengan buruh
yang lainnya.
2. Pengupahan Buruh Tani Berdasarkan Prinsip Kelayakan
Prinsip kelayakan pada pengupahan menurut Islam kelayakan yang
berarti kecukupan. Jika adil berbicara tentang kejelasan, transparansi serta
proporsionalitas ditinjau dari beratpekerjaaanya, maka layak berhubungan
dengan besaran yangditerima layak disini bermakna cukup dari segi

pangan, sandang danpapan.

Upah yang layak ditunjukkan kesesuaian upah dengan bobot
pekerjaan yang dilakukan dengan besarnya upah yang diberikan sesuai
atau tidaknya. Sudah menjadi kewajiban majikan untuk menentukan upah
minimum yang dapat menutupi kebutuhan pokok hidup termasuk
makanan, pakaian, tempat tinggal dan lainnya sehingga pekerja akan

memperoleh suatu tingkatan kehidupan yang lalyak.81

Pemaparan dari hasil wawancara yang telah peneliti lakukan dengan
bapak Khabib yaitu jumlah upah dari hasil panen padi yang diterima oleh
buruh yaitu setiap 5 karung padi hasil panen maka buruh tani mendapatkan
1 karung padi dengan perhitungan luas lahan satu perempat hektar dengan
hasil panen sebanyak 25 karung dengan waktu pengerjaan selama 3 hari
dan dikerjakan oleh 4 orang maka hasil upah yang didapat yaitu 25 karung

: 5 =5 karung padi dengan hitungan harga(250 kg x 4000/kg = 1.000.000 :

¥ Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad KarebetWidjayakusuma, Menggagas
Bisnis Islami. h. 198



76

4 orang buruhyang mengerjakan = 250.000 : 3 hari masa pengerjaan =
83.000) perhari masing-masing buruh dalam hitungan harga padi 400.000

per kwintal.**

Sangat menyimpang dari hasil wawancara dengan bapak Darwanto
yaitu jumlah upah dari hasil panen padi yang diterima oleh buruh yaitu
setiap 5 karung padi hasil panen maka buruh tani padi mendapatkan 1
karung padi dengan perhitungan luas lahan satu perempat hektar dengan
hasil panen sebanyak 20 karung dengan waktu pengerjaan selama 3 hari
dan dikerjakan oleh 4 orang maka hasil upah yang didapat yaitu 20 karung:
5= 4 karung padi dengan perhitungan harga (200 kg x 4000/kg = 800.000 :
4 orang buruh yang mengerjakan = 200.000 : 3 hari masa pengerjaan =
66.000) perhari masing-masing buruh. Demikian buruh juga
mengerjakanpenjemuran padi dari hasil panen yang didapat dengan upah
seluruhnya dari hasil panen padi tersebut dalam hitungan harga padi

400.000 per kwintal.*

Sedangkan menurut penuturanyang peneliti lakukan dengan ibu
Zulaikah yaitu jumlah upah dari hasil panen padi yang diterima oleh buruh
yaitu setiap 4 karung padi hasil panen maka buruh tani padi mendapatkan
1 karung padi dengan perhitungan luas lahan satu perempat hektar dengan
hasil panen sebanyak 24 karung dengan waktu pengerjaan selama 6 hari

dan dikerjakan oleh 4 orang maka hasil upah yang didapat 24 karung

$*Wawancara dengan bapak Khabib (pihak buruh tani padi), tanggal 9 Mei 2021
$Wawancara dengan bapak Darwanto (pemilik lahan), tanggal 18 mei 2021
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4= 6 karung padi dengan hitungan harga(300 kg x 4000/kg = 1.200.000 : 2
orang buruh yang mengerjakan = 600.000 : 6 hari masa pengerjaan =
100.000) perhari masing-masing buruh dalam hitungan harga padi 400.000

perkwintal.84

Demikian berdasarkan hasil dari beberapa wawancara dengan
narasumber maka didapatkan jumlah upah harian yang berbeda-beda. jika
melihat ump pringsewu yang masih ump lampung yaitu 2.432.001.57 : 30
hari= 81.066.719 perhari maka upah harian buruh panen padi di pringsewu

. . . 85
tidak semua sudah memenuhi ump pringsewu.

Upah yang sesungguhnya akan berubah berdasarkan undang-undang
persediaan dan permintaan ketenagakerjaan yang tentunya akan
dipengaruhi oleh standar hidup sehari-hari dari kelompok pekerja. Menjadi
kewajiban bagi setiap orang-orang yang beriman berusaha untuk berperan
serta dalam membantu mengadakan perubahan terhadap keberadaan sistem
upah yang tidak Islami dan tidak adil serta menggantinya dengan suatu

sistem upah yang adil.

Penetapan upah karyawan dalam Islam didasarkan dengan prinsip
keadilan dan upah yang layak. Adil berarti upah yang diberikan kepada
pekerja sesuai dengan tenaga yang dikeluarkan untuk menyelesaikan

pekerjaannya. Upah diberikan secara layak berarti upah yang diterima

¥ Wawancara dengan ibu Zulaikah (pemilik lahan), tanggal 20 mei 2021
$Pperaturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, No. 15 Tahun 2018, tentang
Upah Minimum
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pekerja cukup untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Mengenai
pemikiran upah layak, maka pemerintah menetapkan upah minimum
pekerja atau buruh. Dengan adanya upah minimum maka pemerintah dapat

mempertimbangkan upah sesuai dengan perubahan kebutuhan para buruh.

Demikian 3 prinsip tentang pengupahan yang secara Hukum
Ekonomi Syariah yaitu keadilan yang bermakna proporsional, transparan
dan jelas. kelayakan yang berarti cukup pangan, papan, dan sandang; dan
kebajikan yang dapat diartikan sebagai asas kerohanian dan mampu
menggugah hati nurani pemberi kerja agar mau menghargai jasa pekerja

yang berkontribusi untuk mendapatkan harta yang lebih.*

Keadilan dalam pemberian upah juga harus diperhatikan mengenai

kelayakannya. Maksud dari kelayakan disni dapat dilihat dari:

pertama, layak bermakna cukup pangan, sandang dan papan. Dalam
praktek pengupahan di desa Tunggul Pawenang belum bisa dikatakan
layak dari segi tersebut karna upah yang mereka terima hanya cukup untuk
mereka komsumsi sebagai kebutuhan pangan tapi tidak untuk memenuhi

kebutuhan sandang dan papan.

kedua, layak bermakna telah sesuai dengan pasaran tidak seharusnya
terjadi kecurangan terhadap buruh dengan mengurangi hak-hak yang
sepatutnya mereka terima ataupun dengan memperkerjakan buruh tani

dibawah upah yang biasanya diberikan. Demikian praktiknya di desa

86Firmansyah, Rachmad,dkk, Sistem upah minimum kabupaten dalam perspektif islam,
Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, 2016. h. 434
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Tunggul Pawenang, sistem pengupahan serta besarannya suatu upah yang
diberikan dengan berupa padi melihat apa yang telah menjadi kebiasaan
masyarakat setempat sehingga pemilik lahan tidak secara semena-mena
atau sesuka hati dalam memberikan upahnya. Kedua belah pihak sebelum
melakukan perjanjian sebelum melakukan pekerjaan harus sudah
mengetahui satu sama lain besaran upahnya yang ada pada pasaran atau

kebiasaan masyarakat setempat.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dapat

diambil kesimpulan:

1.

Praktik sistem penentuan upah buruh yang ada di Desa Tunggul
Pawenang, Kec. Adiluwih, kab. Pringsewu yaitu pemberian upah
kepada buruh tani dengan menggunakan padi dari hasil panen sistem
pengupahannya dari hitungan tiap 5 karung padi mendapatkan 1
karung padinya namun buruh tani tidak ikut dalam proses penjemuran
dan pemilik lahan sudah menyediakan bekal selama proses pengerjaan
lahannya. Demikian dalam sistem pengupahan dari hitungan tiap 4
karung buruh tani mendapatkan 1 karungnya namun dalam
pengerjaannya buruh tani tidak hanya ikut dalam panen saja tetapi juga
dalam proses penjemuran tidak menyediakan bekal kepada buruh
selama proses pengerjaan.

Berdasarkan prinsip keadilan sebelum pekerja dipekerjakan harus
dijelaskan dulu bagaimana upah yang akan diterimanya. Perkejaan
seseorang harus dibalas menurut berat pekerjaan tersebut. Berdasarkan
kelayakan Upah yang layak ditunjukkan kesesuaian upah dengan bobot
pekerjaan yang dilakukan dengan besarnya upah yang diberikan sesuai
atau tidaknya. Kelayakan disini dilihat kesesuaian antara pekerjaan dan

nominal atau upah atau kompensasinya. Sudah menjadi kewajiban
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majikan untuk menentukan upah minimum yang dapat menutupi
kebutuhan pokok hidup termasuk makanan, pakaian, tempat tinggal
dan lainnya sehingga pekerja akan memperoleh suatu tingkatan

kehidupan yang layak.

Saran

Setelah penulis berusaha memaparkan sistem pengupahan buruh tani

berdasarkan prinsip keadilan dan kelayakan di Desa Tunggul Pawenang

Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu, maka peneliti ingin

memberikan saran sebagai berikut:

1.

Kepada pemilik lahan hendaknya mempehatikan lagi hak-hak buruh
panen padi, untuk itu diharapkan kepada pihak pemilik lahan pada
pemberian upah hendaklah tepat pada waktunya serta dapat
memperhatikan dalam ukuran dan standarisasi upah yang sesuai dengan
apa yang telah dikerjakan oleh buruh tani padi.

Kepada buruh tani padi hendaknya memperhatikan pada akad yang telah
disepakati diawal kesepakatan sebelum pekerjaan dilakukan dan lebih
memperhatikan kepada kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan
dalam pekerjaan.

Kepada pemilik lahan dan buruh tani padi dalam melaksanakan kerja
sama tersebut hendaklah sesuai dengan syariat islam atau hukum

ekonomi syariah.
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SISTEM PENGUPAHAN BURUH TANI BERDASARKAN PRINSIP
KEADILAN DAN KELAYAKAN

(Studi Kasus di Desa Tunggul Pawenang kecamatan Adiluwih kabupaten

Pringsewu)

ALAT PENGUMPULAN DATA (APD)

A. Wawancara
1. Wawancara dengan buruh tani
a. Apa saja pekerjaan yang dilakukan oleh buruh tani pada saat panen
padi?
b. Berapa jumlah pekerja pada setiap rombongan buruh panen padi?
c. Berapa besaran upah yang diterima setiap anggota buruh panen padi?
d. Apakah ada perbedaan pemberian upah pada masing-masing buruh?
e. kapan upah buruh panen padi diberikan?
2. Wawancara dengan pemilik lahan
a. Bagaimana sistem pengupahan buruh panen padi di desa Tunggul
Pawenang?
b. Apakah ada kesepakatan diawal mengenai pemberian upah yang
diberikan oleh pemilik lahan kepada para buruh panen padi?
¢. Berapa upah yang diberikan kepada buruh?
d. Upah yang diberikan harian atau selesai panen?
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BAB II LANDASAN TEORI
A. Konsep Hukum Tentang Perburuhan
1. Pengertian Perburuhan
2. Akad Tentang Perburuhan
a. Syarat Perjanjian Perburuhan
b. Landasan Hukum Perjanjian Perburuhan
¢. Lahir, Pelaksanaan dan Berakhimya Perjanjian Perburuban
d. Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam Perjanjian
Perburuhan
3. Hak dan Kewajiban dalam Perjanjian Perburuhan
B. Upah
1. Pengertian Upah
2. Dasar hukum Upah
3. Rukun dan Syarat Upah
4. Macam-Macam Upah
C. Prinsip Keadilan dan Kelayakan Pada Akad Upah dalam Islam
1. Prinsip Keadilan pada Akad Upah Menurut Islam
2. Prisip Kelayakan Pada Akad Upah Menurut Islam
BAB Il METODE PENELITIAN
A. lenis dan Sifat Penelitian
B. Sumber Data
C. Tehnik Pengumpulan Data

D. Tehnik Penjamin Keabsahan Data



E. Tehnik Analisi Data
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Deskripsi Lokasi Penelitian
B. Model Pengupahan dan Faktor yang Mempengaruhi Model Pengupahan di
Desa Tunggul Pawenang Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu
C. Analisis Pengupahan Buruh Tani Berdasarkan Prinsip Keadilan dan

Kelayakan di Desa Tunggul Pawenang Kecamatan Adiluwih Kabupaten
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BAB V PENUTUP
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kabupaten Pringsewu)”, disusun oleh : Baiti Nurjanah, NPM. 1702090072,
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan pada hari/tanggal : Senin/ 07 Desember
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TIM PEMBAHAS :
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Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam
Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa

Nama : Baiti Nurjanah
NPM 1 1702090072
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/ Hukum Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung
Tahun Akademik 2020 / 2021 dengan nomor anggota 1702090072

Mmumda:ayangadapadakaw.namlmebutdlammyawcanbebasdm
segala administrasi di Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperiunya.
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’Mo\s AgQ., S. Hum., M.H.
N X 50505 200112 1 002



Ao Untited Documednt

'KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
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i “"l Jaian Ki_ Hajar Dewantara Kampus 15 A Inngmulyo Metro Tamur Kota Metro Lampung 34111
METRO Talopon (0725) 41507, Fakeimili (0725) 472065, Websde' www.syariah metrouniv.ac i, é-med syariah ain@metrounivacid
Nomor * 0B39/In.28/D.1/TL.00/04/2021 Kepada Yih,,
Lampiran : - kepala Desa Tunggut Pawenang
Perihal : IZIN RESEARCH Kecamatan Adiluwih
di-
Tempat

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Sural Tugas Nomor: 0838/In.28/D.1/TL.01/04/2021,
tanggal 14 April 2020 atas nama saudara:

Nama : BAITI NURJANAH

NPM : 1702090072

Semesler : B (Delapan)

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari‘ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di
atas akan mengadakan research/survey di Desa Tunggul Pawenang Kecamatan
Adiluwih, dalam rangka meyelesaikan Tugas Akhir/Sknpsi mahasiswa yang
bersangkutan dengan judul “Pengupahan Buruh Tani Padi Berdasarkan Prinsip
Keadilan dan Kelayakan (Studi Kasus di Desa Tunggul Pawenang Kecamatan
Adiluwih Kabupaten Pringsewu)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untux terse!epggaranya
tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 14 April 2020
Wakil Dekan Akademik dan

Siti Zulaikha S.Ag, MHA
NIP 19720611 199803 2 001
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Jalan K. Hajar Dewantars Kampus 15 A Iringmulyo Mstro Timur Kota Metto anpung:Mlﬂ el §

n Telapon (0729 41507, Faksimil (0725) 47296. .. .
RO Weabaiia. ww giroy| \g 5) CAND DroyneY 8
Nomor . B-1286/In.28.2/D.1/PP.00.9/11/2020" 06 November 2020 2
Lampiran |-
Perihal urve .
Kepada Yth, :
( Kepala Desa Tunggul Pawenang
di
Tempat
Assalamu’alaikum Wr.Wb.

Dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi mahasiswa kami:

Nama . Baiti Nurjanah
NPM : 1702080072

' Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukem Ekonomi Syariah (HESy)

Judul : PENGUPAHAN BURUH TANI PADI DENGAN SISTEM
BAWON DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH
(STUDI KASUS DESA TUNGGUL PAWENANG
KECAMATAN ADILUWIH KABUPATEN PRINGSEWU) - -

Mohon kiranya Bapak/lbu berkenan memberikan izin kepada mahasiswa
tersebut untuk - melakukan pra survey dalam rangka penyusunan Proposal
Skripsi yang dimaksud.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara
diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Whb.

~Wakil Dekan Bidang Akademik

NIP. 1872061 1998032001
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SURAT TUGAS

Nomor: 0838/In.28/D.1/TL.01/04/2021

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syari ah Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama :  BAITI NURJANAH
NPM ;1702090072
Semester . 8 (Delapan)
Jurusan ¢ Hukum Ekonomi Syari'ah
Untuk : 1. Mengadakan observasi/survey di Desa Tunggul Pawenang Kecamatan

Adiluwih, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka
meyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan
dengan judul "Pengupahan Buruh Tani Padi Berdasarkan Prinsip Keadilan
dan Kelayakan (Studi Kasus di Desa Tunggul Pawenang Kecamatan
Adiluwih Kabupaten Pringsewu)".

2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai
dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat
mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 14 April 2020

Wakil Dekan Akademik dan

At

Siti Zulaikha S.Ag, MH A
NIP 19720611 199803 2 001

hitos /islsmik metrouniv.ac.id/v2/pagelakademik/akademik-daftar-research2-qreode. php?tahun=2020/2021 &&jns_semester=genap&&npm=17020...
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PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU
KECAMATAN ADILUWIH

PEKON TUNGGUL PAWENANG

Alamat : Jin. Cut Mutia No.03 Pekon Tunggul Pawenang Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu 35674

Nomor 1 400/ 111+ /07.2010/2021 Tunggul Pawenang, 18 Mei 2021
Lampiran L.
Perihal ; Pemberian izin Pra Survey Kepada Yth.
Institut Agama Isfam Negeri Metro
Fakultas Syariah
Di -
Metro

Assalamu’alaikum Wr. Wb

Berdasarkan surat dar Institut Agama Islam Negeri Metro Nomor : B-1286/In.28.2/D.1/PP.00.9/11/2020
tanggal 6 Nofember 2020, Perihal : Izin Pra Survey, maka dengan ini kami memberikan izin kepada :

Nama : Baiti Nurjanah

NPM + 1702090072

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESYy)

Judul : PENGUPAHAN BURUH TANI PADI DENGAN SISTEM BAWON DITINJAU

DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS DESA TUNGGUL
PAWENANG KECAMATAN ADILUWIH KABUPATEN PRINGSEWU)

Untuk melakukan pra survey diwilayah Pekon Tunggul Pawenang Kecamatan Adiluwih Kabupaten
Pringsewu, dalam rangka penyusunan proposal skripsi, .

Demikian Surat Balasan ini kami sampaikan atas kerjasamanya di ucapkan terimakasih,

Wassalamu’alaikum Wr. Wb




PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU
KECAMATAN ADILUWIH

PEKON TUNGGUL PAWENANG

Alamat : Jin. Cut Mutia No.03 Pekon Tunggul Pawenang Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu 35674

Nomor - 400/ 7 J07.2010/2021 Tunggul Pawenang, 18 Mei 2021
Lampiran -
Penihal : Pemberian izin RESEARCH Kepada Yth.
Institut Agama Islam Negeri Metro
Fakultas Syariah
Di -
Metro

Assalamu’alaikum Wr. Wb

Berdasarkan surat dari Institut Agama islam Negeri Metro Nomor : 0839/In.28.2/D.1/TL.00/04/2021
tanggal 14 Aprl 2020, Perihal : Izin RESEARCH, maka dengan ini kami memberikan izin kepada :

Nama . Baiti Nurjanah

NPM + 1702090072

Semester : 8 (Delapan)

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)

Untuk Mengadakan Research/survey diwilayah Pekon Tunggul Pawenang Kecamatan Adiluwih
Kabupaten Pringsewu, dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi, dengan judul “Pengupahan
Buruh Tani Padi Dengan Sistem Bawon Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Desa Tunggul
Pawenang Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu”

Demikian Surat Balasan ini kami sampaikan atas kerjasamanya di ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb m
p 5 1* - B _‘\ A~:\




O KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

& 9» INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
T. JahnKl.HahrDeu!amKanmISAkivnﬂyoMmeurKohMe&nummum

R O Teiapon (0725) 41507; Faksimisl (0725) 47296; Wabsite: www syariah.metrouniv.acd; e-mai: syariah isin@metrounivae id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama ; Baiti Nurjanah Fakultas/Jurusan : Syari’ah/HESy
NPM : 1702090072 Semester/TA  : VII/2019/2020
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wawancara dengan Bpk Khabib

wawancara dengan Bpk Mariji wawancara dengan Bpk Darwanto



wawancara dengan Istri bpk Marji wawancara dengan Bpk Santoso



wawancara dengan Bpk Heru Efendi (Kepala Pekon Tunggul Pawenang)
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